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Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena 

penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan III Balai Besar POM 

Balai Besar POM di Bandung Tahun 2025 dapat diselesaikan. 

Tahun 2025, merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025 

– 2029. Pada tahun 2025, terjadi beberapa isu strategis baik 

internal maupun eksternal yang mempengaruhi pencapaian 

kinerja Balai Besar POM di Bandung. Namun, hal-hal tersebut 

tidak menjadi hambatan tetapi dijadikan sebagai tantangan 

untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam rangka “menjamin 

mutu Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat”.  

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

kegiatan Triwulan III tahun 2025 maka disusunlah Laporan Kinerja (LAPKIN) Interim Triwulan 

III Balai Besar POM Balai Besar POM di Bandung Tahun 2025 ini. LAPKIN disusun 

berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 1842), serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan 

Makanan.  

Laporan Kinerja berisi penjelasan yang memadai atas pencapaian setiap sasaran strategis 

yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja instansi/Unit Kerja 

Eselon I/Satuan Kerja, termasuk aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan 

hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang 

diperoleh. Selain itu, Laporan Kinerja juga menjelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan 

dalam mencapai target kinerja. Capaian kinerja dianalisis dengan membandingkan target 

dan realisasi dari setiap indikator yang tercantum pada Perjanjian Kinerja. Analisis/Evaluasi 

atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan memungkinkan diidentifikasikannya 

sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. 
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LAPKIN Interim Triwulan III Balai Besar POM Balai Besar POM di Bandung Tahun 2025 

disusun pada akhir Triwulan III pelaksanaan program/kegiatan yang memiliki dua tujuan 

utama yaitu (1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas 

kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. (2) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan 

bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.  

Berbagai kendala dan hambatan dialami dalam mencapai target yang telah ditetapkan 

dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025, namun dengan meningkatkan efektifitas dan efisiensi 

sumber daya yang ada serta kerjasama yang baik maka target kinerja dapat dicapai.  

Akhir kata, kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja Interim Triwulan III Balai Besar POM 

Balai Besar POM di Bandung Tahun 2025 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban 

kinerja Balai Besar POM di Bandung kepada pemberi mandat dan dapat memberikan 

manfaat bagi peningkatan kinerja Badan POM serta Balai Besar POM di Bandung di triwulan 

berikutnya. 

 

Bandung, 16 Oktober 2025 

Kepala Balai Besar POM di Bandung,  

 

 

      ${ttd_pengirim} 

 

 

Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt. 

 
 

 

  

${ttd}
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Laporan Kinerja Interim Triwulan III Balai Besar POM Balai Besar POM di Bandung Tahun 

2025 sebagai wujud Akuntabilitas Kinerja Balai Besar POM di Bandung kepada 

publik/pemberi mandat yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan 

Balai Besar POM di Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi 

kewenangannya selama Triwulan III tahun 2025. Selain sebagai media pertanggungjawaban 

kinerja kepada publik/pemberi mandat, Laporan Kinerja Interim Triwulan III Balai Besar POM 

Balai Besar POM di Bandung Tahun 2025 ini merupakan instrumen untuk mengevaluasi 

pencapaian Kinerja Balai Besar POM di Bandung selama triwulan I tahun 2025 yang dapat 

dijadikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di triwulan berikutnya.  

Dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis 

strategis, tujuan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 ditetapkan. Tujuan 

Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2025-2029, yaitu :  

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Tujuan 

ini menegaskan komitmen BBPOM di Bandung dalam memastikan bahwa semua produk 

obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas 

yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan 

penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas. 

2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang 

Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, BBPOM di Bandung bertujuan untuk 

meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih 

obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam 

mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung 

jawab dalam konsumsi obat dan makanan. 

3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada 

UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan 

ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

di sektor obat dan makanan. BBPOM di Bandung berupaya memfasilitasi lingkungan 

yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan 

meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa. 

4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan 

Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko 

 RINGKASAN EKSEKUTIF 
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kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap 

pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik. 

5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik 

yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan 

mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang 

baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas 

organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan 

layanan publik yang prima.   

 

 

Tujuan yang telah ditetapkan menjadi arahan bagi Balai Besar POM di Bandung dalam 

merumuskan sasaran kegiatan, kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai dengan Rencana 

Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Bandung Tahun 2025 dan Revisi Perjanjian Kinerja Balai 

Besar POM di Bandung Tahun 2025, telah ditetapkan sebanyak 8 (delapan) Sasaran 

Kegiatan yang harus dicapai oleh Balai Besar POM di Bandung. 

SASARAN KEGIATAN

Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di 
wilayah Jawa Barat

Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Jawa Barat

Meningkatnya efektivitas KIE di Jawa Barat 

Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di 
wilayah kerja UPT

Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan 
Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif

Layanan Publik BBPOM di Bandung yang Prima 

Terwujudnya Tatakelola Pemerintah BBPOM di Bandung yang Optimal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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Pengukuran kinerja yang tercantum dalam dokumen Kinerja Interim Triwulan III Balai Besar 

POM Balai Besar POM di Bandung Tahun 2025 berdasarkan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 

2025 Balai Besar POM di Bandung yang telah ditetapkan pada tanggal 29 Agustus 2025. 

Perjanjian kinerja tersebut merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahun 2025. Pada sasaran 

kegiatan kesatu yaitu “Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan di wilayah Jawa Barat” diperoleh capaian indikator kinerja dengan kategori 

Tidak dapat disimpulkan sebanyak 6 (enam) indikator, yaitu  Persentase sampel Sediaan 

Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 110.65%, Persentase sampel 

PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 117,26%, Persentase sarana 

produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 

116.66%, Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan sebesar 114.89%, Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 

yang diawasi sesuai ketentuan sebesar 114.87%, dan Persentase label produk tembakau 

dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar sebesar 112.34%. 4 (empat) indikator 

dengan kategori Sangat Baik yaitu Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 108.47%, Persentase sarana produksi Sediaan 

Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 106.31%, Persentase 

fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

sebesar 103.09%, dan Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan 

UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium sebesar 105.43%. 2 (dua) indicator dengan 

kategori Baik yaitu Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder sebesar 95.85% dan Persentase 

sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar sebesar 100,00%. Serta 3 (tiga) 

indikator dihitung pada akhir tahun yaitu Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah 

melaporkan KTD/ESO ke BPOM, Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di 

wilayah UPT, dan Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian 

Kabupaten/Kota Pangan Aman. 

Sasaran kegiatan kedua yaitu “Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi 

Pangan Fortifikasi” diperoleh capaian 1 (satu) indikator kinerja dengan kategori Sangat Baik, 

yaitu Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 100.25%. 

Sasaran kegiatan ketiga yaitu “Meningkatnya efektivitas KIE di Jawa Barat” diperoleh capaian 

2 (dua) indikator dengan kategori Sangat Baik yaitu Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung sebesar 100.43% dan Jumlah desa 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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pangan aman sebesar 106.67%. Serta 2 (dua) indikator dengan kategori Baik yaitu Jumlah 

sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan sebesar 100.00% dan Jumlah 

pasar pangan aman berbasis komunitas sebesar 100,00%.  

Sasaran kegiatan keempat yaitu “Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan 

standar keamanan dan mutu” diperoleh capaian 1 (satu) indikator kinerja dengan kategori 

Tidak Dapat Disimpulkan, yaitu Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh 

rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan 

Olahan sebesar 121.18%. 

Sasaran kegiatan kelima yaitu “Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT” diperoleh capaian 1 (satu) indikator 

dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan yaitu Persentase Keberhasilan Penyidikan 

Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT sebesar 110.53%. 

Sasaran kegiatan keenam yaitu “Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi 

kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif” diperoleh capaian 1 

(satu) indikator dengan kategori Baik yaitu Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan 

Analisis Penjejakan Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung sebesar 100,00%. 

Sasaran kegiatan ketujuh yaitu “Layanan Publik BBPOM di Bandung yang Prima” diukur 

dengan 1 (satu) indikator yaitu Indeks Pelayanan Publik UPT diukur pada akhir tahun. 

Sasaran kegiatan kedelapan yaitu “Terwujudnya Tatakelola Pemerintah BBPOM di Bandung 

yang Optimal” diukur dengan 4 (empat) indikator yaitu Nilai Pembangunan ZI UPT Balai 

Besar di Bandung, Nilai AKIP Balai Besar di Bandung, Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar di 

Bandung, dan Indeks Manajemen Risiko Balai Besar di Bandung yang diukur pada akhir 

tahun. 

Pada tahun 2025 Balai Besar POM di Bandung memperoleh anggaran sebesar 

Rp66.390.943.000,- dengan pagu dikurangi Blokir sebesar Rp36.886.313.000,-. Pada 

Triwulan III terdapat pengurangan Pagu Belanja Pegawai sebesar Rp172.683.000,- dan 

penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp491.675.000,- sehingga Pagu Anggaran Balai 

Besae Pengawas Obat dan Makanan di Bandung TA 2025 menjadi Rp66.709.935.000,- 

dengan pagu dikurangi Blokir sebesar Rp37.205.305.000,-. Realisasi anggaran pada 

Triwulan III tahun 2025 dengan presentase 72.82% yaitu sebesar Rp27.092.161.493,-. Dari 

Indikator Kinerja yang telah dilaksanakan diperoleh tingkat efisiensi tertinggi, yaitu Jumlah 

pasar pangan aman berbasis komunitas. Sedangkan tingkat efisiensi terendah adalah pada 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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Indikator Kinerja Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO 

ke BPOM.  

Kegiatan BBPOM di Bandung yang dilakukan selama Triwulan III Tahun 2025 telah 

dilaksanakan dengan Tidak Efisien karena adanya Efisiensi Anggaran. Meskipun demikian 

pada triwulan berikutnya di tahun 2025 akan terus ditingkatkan sesuai dengan pedoman 

Renstra Balai Besar POM tahun 2025-2029.  
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1. Balai Besar POM di Bandung telah mendapatkan Sertifikat Wilayah Bebas dari Korupsi 

pada tanggal 20 Desember 2021 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi.  

 

  

HIGHLIGHT KINERJA 
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2. Sebagai Upaya pemberantasan Korupsi, Balai Besar POM di Bandung telah menerapkan 

Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 sesuai dengan Surat Rekomendasi 

Sucofindo Iternational Certification Service Nomor. 5932/SERCO-XI/VP/2024 tanggal 20 

November 2024. Selain itu Balai Besar POM di Bandung juga secara aktif memberikan 

informasi Anti Korupsi melalui Media Sosial dan Subsite Balai Besar POM di Bandung.
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3. Berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan 

WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2024 pada Balai Besar POM di Bandung Nomor 

B.PI.06.06.7.11.24.642 tanggal 28 November 2024, Nilai PMP ZI BBPOM di Bandung 

adalah 91,24 sehingga dapat diusulkan untuk memperoleh predikat WBBM.  
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4. Balai Besar POM di Bandung telah membuat Inovasi dalam Pengelolaan Kinerja melalui 

Google Site Manajemen Kinerja BBPOM di Bandung sebagai aplikasi untuk pengelolaan 

kinerja BBPOM di Bandung mulai dari perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, sampai 

dengan pengelolaan Anggaran.  
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5. Balai Besar POM di Bandung telah membuat inovasi penerapan Reward and Punishment 

pengukuran kinerja Pegawai untuk menentukan proporsi predikat kinerja Pegawai sesuai 

dengan tugas dan tanggungjawab setiap pegawai.  

 

6. Sebagai Upaya meningkatkan Pelayanan Publik BBPOM di Bandung membuat aplikasi 

pencatatan buku tamu berbasis elektronik berupa SIPETA untuk Layanan di ULPK BBPOM 

di Bandung.  
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7. Sebagai Upaya meningkatkan pelayanan publik BBPOM di Bandung hadir pada setiap 

Mall Pelayanan Publik (MPP) pada beberapa Kota/Kabupaten di Jawa Barat dan 

menerapkan sistem Antrian Online untuk pendataan Pelanggan di MPP.  

 

8. Layanan Online BBPOM di Bandung melalui aplikasi Whatsapp satu nomor 08119900533 

untuk memudahkan pelanggan mendapatkan informasi di BBPOM di Bandung.  
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9. Balai Besar POM di Bandung telah membuat aplikasi Satu POM Jabar yang menjadi 

Layanan satu pintu BBPOM di Bandung untuk menjangkau seluruh pelanggan dan sarana 

dalam pengawasan obat dan makanan.  

 

10. Dalam pengelolaan Keuangan yang akuntabel, Balai Besar POM di Bandung telah 

membuat aplikasi Simangga (Sistem Informasi Monitoring Penugasan, Pengadaan dan 

Keuangan) untuk mempermudah proses pengadaan dan Keuangan di BBPOM di 

Bandung sejak Tahun 2019 sehingga proses pertanggungjawaban lebih akuntabel, 

efektif, dan efisien. 

 

  

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

                            17 / 20                            17 / 20



LAPORAN KINERJA INTERIM 
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG 
TRIWULAN III TAHUN 2025  
 

xviii 
 

11. Balai Besar POM di Bandung menggelar pendampingan UMKM melalui program Prabu 

UMKM Juara sebagai Upaya untuk memfasilitasi UMKM Obat dan Makanan di Jawa Barat 

mendapatkan pendampingan dan izin edar. 
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12. Balai Besar POM di Bandung telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 

sesuai dengan Sertifikat No. QSC 01806 dari Sucofindo Iternational Certification Service 

yang berlaku dari tanggal 18 November 2024 hingga 17 November 2027.  
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13. Balai Besar POM di Bandung telah menerapkan ISO 17025:2017 Persyaratan Umum 

untuk Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi sesuai dengan 

Sertifikat Akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional Nomor LP-173-IDN yang berlaku dari 

tanggal 3 Januari 2022 hingga 5 September 2026. 
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1.1 LATAR BELAKANG 

Laporan Kinerja Interim Balai Besar POM di Bandung bulan Juli s.d. September atau 

Triwulan III Tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan tugas dan fungsi selama Triwulan III Tahun 2025 dan tahun pertama dari 

Renstra Balai Besar POM di Bandung Tahun 2025-2029 dalam rangka melaksanakan misi 

dan mencapai visi organisasi. Laporan Kinerja Interim ini juga sebagai alat kendali dan 

pemacu peningkatan kinerja seluruh unit organisasi dan untuk mendapatkan masukan dari 

stakeholders untuk perbaikan kinerja Balai Besar POM di Bandung.  

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan 

amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842), 

serta Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan 

Pengawas Obat dan Makanan. 

Pengawasan Obat dan Makanan dalam 6 (enam) tahun kedepan menghadapi berbagai 

tantangan yang kompleks, antara lain : 1) aspek kesehatan-penguatan sistem pengawasan 

obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk termasuk pengawasan siber dan 

farmakovigilans, dalam rangka mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif; 

2) aspek sosial-perubahan demografi dan epidemiologi yang meningkatkan tren 

kebutuhan masyarakat dalam penggunaan produk sediaan farmasi dan pangan olahan 

serta perubahan pola penyakit, yang memerlukan respon cepat, efektif dan efisien; 3) 

aspek ekonomi-mendorong daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan, 

dengan meningkatkan tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap pemenuhan persyaratan, 

sehingga dapat menghasil produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, 

bermutu dan bermanfaat yang dapat bersaing dalam dinamika pasar yang dinamis; 4) 

aspek keamanan nasional - meningkatkan penegakan hukum terhadap kasus 

pelanggaran/kejahatan Obat dan Makanan yang merupakan kejahatan kemanusiaan, 

terutama pelanggaran di media online/e-commerce dan kejahatan siber, termasuk 

bioterorisme; 5) aspek teknologi-perkembangan teknologi yang akseleratif khususnya 

dibidang bioteknologi dan nanoteknologi yang memberikan paradigma baru dan 
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melakukan inovasi pengembangan produk baru, yang memerlukan peningkatan 

Pengawasan Obat dan Makanan berbasis teknologi terutama untuk menjamin keamanan 

produk yang beredar; dan 6) aspek lingkungan – Isu lingkungan dan keberlajutan 

mendorong tuntutan pasar agar produk yang produksi dan diedarkan ramah lingkungan 

dan berkelanjutan, sehingga diperlukan adanya perubahan regulasi, standar dan 

persyaratan dalam pengawasannya. 

 

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI 

Pengawasan Obat dan Makanan memiliki fungsi strategis nasional dalam upaya 

perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk 

mendukung daya saing nasional. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan 

Obat dan Makanan maka diperlukan adanya penguatan kelembagaan di bidang 

pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah 

mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang 

Badan Pengawas Obat dan Makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), 

adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Badan POM berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesehatan. 

Untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam rangka mewujudkan 

organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan yang proporsional, efektif, dan efisien 

guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu 

dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Obat dan 

Makananpenataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan 

Pengawas Obat dan Makanan. Penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di 

lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan telah mendapat persetujuan dari Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/892/M.KT.01/2020 

tanggal 16 Juli 2020 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat 

dan Makanan.  

Sebagai tindaklanjut, maka diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di 

Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM 

adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional 
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tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan 

makanan. UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, 

yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif 

dibina oleh Sekretaris Utama. Klasifikasi UPT BPOM terdiri atas: a. Balai Besar Pengawas 

Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM sebanyak 21(dua puluh 

satu); b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM sebanyak 

21 (dua puluh satu); dan c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut 

Loka POM sebanyak 34 (tiga puluh empat).  

 

KEDUDUKAN 

UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara 

teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh 

Sekretaris Utama. UPT BPOM dipimpin oleh Kepala. 

 

TUGAS  

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023, Balai Besar POM di Bandung 

mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat 

dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

FUNGSI 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi sebagai 

berikut: 

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan;  

b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan; 

c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan 

kefarmasian;  

d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;  

e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;  

f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;  

g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;  

h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;  
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i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan 

peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;  

j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber; 

k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang 

pengawasan Obat dan Makanan;  

l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; 

m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan;  

n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan 

o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 

 

TABEL 1.1 

WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG 

UPT Kedudukan Wilayah Kerja 

BBPOM di 

Bandung 

Alamat 

Jl. Pasteur No. 25 Kelurahan 

Pasirkaliki, Kecamatan Cicendo,  

Kota Bandung 

1. Kota Bandung 

2. Kabupaten Subang 

3. Kabupaten Cianjur 

4. Kabupaten Garut 

5. Kabupaten Bandung Barat 

6. Kabupaten Majalengka 

7. Kabupaten Sumedang 

8. Kabupaten Bandung 

9. Kabupaten Karawang 

10. Kota Bekasi 

11. Kabupaten Bekasi 

12. Kabupaten Sukabumi 

13. Kota Cimahi 

14. Kota Sukabumi 

15. Kabupaten Purwakarta 

16. Kabupaten Cirebon 

17. Kota Cirebon, 

18. Kabupaten Indramayu 

19. Kabupaten Kuningan 
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1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar POM di Bandung disusun berdasarkan 

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas 

Obat dan Makanan yang diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2023. 

 

Gambar 1.1.1 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Bandung 

 

1.4 ISU STRATEGIS 

Seiring dengan perkembangan yang terjadi di Indonesia pada tahun kerja 2025 maka 

muncul beberapa isu strategis yang mempengaruhi kinerja, antara lain: 

 

ISU INTERNAL 

Tatakelola Regulasi, Organisasi dan Pelayanan Publik 

Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan 

Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan 

kewenangan BPOM. Dalam rangka untuk memperkuat peran regulasi dan pengawasan, 

diperluakan peningkatan status Organisasi BPOM menjadi setingkat kementrian. Serta 

melakukan penyelarasan kewenangan/fragmentasi kebijakan antar lembaga, agar tidak 

tumpang tindih yang menyebabkan Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan 

optimal. 

Implementasi reformasi birokrasi dan penguatan sistem pengendalian intern untuk 

efisiensi dan akuntabilitas tata kelola bbpom di bandung, untuk meningkatkan efektfitas 

dan efisiensi pelayanan publik, dan transparansi serta partisipasi publik dalam pengawasan 

obat dan makanan. 

KEPALA BALAI BESAR

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BAGIAN TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
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Tatakelola Sumberdaya Manusia 

Balai Besar POM di Bandung memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memiliki 

kemampuan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pengawasan Obat dan Makanan, 

dengan jumlah kebutuhan SDM belum tercukupi sesuai dengan analisis beban kerja (ABK). 

Peningkatan kompetensi terus menerus dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun 

melalui pelatihan–pelatihan teknis, penguatan budaya organisasi dan core value 

BerAKHLAK, serta penerapan kode etik dan disiplin ASN, untuk meningkatkan 

pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 

 

Tatakelola Sarana Prasarana 

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan 

organisasi. Sarana prasarana terdiri dari 1). sarana dan prasarana kerja; 2). Alat 

Laboratorium. Sarana dan prasarana kerja terdiri dari Ruang kerja, Ruang penunjang dalam 

gedung, Ruang/ fasilitas penunjang luar gedung, perlengkapan kantor, rumah dinas dan 

kendaraan operasional. 

Luas lahan Balai Besar POM di Bandung seluas 4.268 m2 dengan luas lantai bangunan 

sebesar 5.686 m2. Bangunan yang ada selain memiliki fungsi sebagai area perkantoran, 

juga termasuk fungsi pelayanan publik dan laboratorium. Pemenuhan terhadap kebutuhan 

sarana prasarana adalah 78,1% yang terdiri dari pemenuhan alat laboratorium 61,7% dan 

pemenuhan sarana prasarana kerja 94,6%, sehingga masih diperlukan tambahan untuk 

penambahan alat laboratorium. 

Tatakelola sarana prasarana dilakukan dengan digitalisasi dan optimalisasi Pengelolaan 

BMN untuk Efisiensi Anggaran, efisiensi Pengadaan Barang dan Jasa melalui optimalisasi 

Produk Dalam Negeri (PDN), digitalisasi dan modernisasi Kearsipan untuk mengurangi 

biaya operasional, dan efisiensi pemenuhan sarana dan prasarana untuk optimalisasi 

kinerja BBPOM di Bandung 

 

Peralatan Laboratorium 

Pengujian laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan yang dilaksanakan oleh 

Balai Besar POM di Bandung. Laboratorium Balai Besar POM di Bandung telah mendapat 

sertifikat akreditasi sebagai laboratorium penguji dari Komite Akreditasi Nasional dengan 

nomor sertifikat LP-173-IDN. Ilmu dan teknologi terus berkembang, begitu pula dengan 

proses pengujian. Untuk itu, laboratorium harus terus ditingkatkan kapasitasnya agar 
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pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan secara optimal. Untuk melakukan 

pengujian, laboratorium telah dilengkapi dengan peralatan yang memadai agar dapat 

menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya. Namun, dibandingkan terhadap 

Standar Minimum Laboratorium Balai Besar POM di Bandung, masih terdapat gap 

sehingga pengadaan peralatan laboratorium terus dilakukan. Pada tahun 2025, 

pemenuhan Standar Minimum Alat Laboratorium adalah sebesar 62,4%. 

 

Regionalisasi Laboratorium  

Dalam rangka meningkatkan pengawasan post market dan meningkatkan kapasitas dan 

kapabilitas laboratorium BPOM yang unggul, inovatif dan adaptif terhadap perubahan 

lingkungan strategis serta mendukung daya saing produk obat dan makanan maka pada 

tahun 2023 BPOM menerapkan sistem manajemen laboratorium yang baru yaitu 

‘Regionalisasi Laboratorium’. Setiap BB/Balai POM telah memiliki laboratorium pengujian 

kimia untuk obat dan nappza, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik 

dan pangan, serta pengujian biologi. Beberapa laboratorium telah dilengkapi instrument 

dengan teknologi tinggi, seperti LC-MS/MS, GC-MS, ICP-MS. Beberapa BB/Balai POM 

memiliki fasilitas uji sterilitas dan atau fasilitas uji DNA, sehingga menjadi Balai unggulan 

BPOM untuk uji sterilitas dan uji DNA. Metode pendekatan yang komplementer atau saling 

melengkapi satu sama lain merupakan suatu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas laboratorium pengujian. Regionalisasi laboratorium dikelompokkan ke dalam 

tujuh region. Balai Besar POM di Bandung masuk ke dalam Region 3 dengan Koordinator 

BBPOM di DKI Jakarta, dan anggota terdiri dari BBPOM di Bandung, Semarang, 

Yogyakarta dan Serang. Manfaat dari sistem manajemen regionalisasi laboratorium ini 

adalah efisiensi biaya pembelian instrumen, biaya pemeliharaan, fasilitas, baku 

pembanding, bahan pendukung, dan lain-lain, serta mengurangi timeline pengujian atau 

waktu analisis karena pengujian sampel dengan parameter sejenis dikerjakan secara 

bersamaan. 

 

ISU EKSTERNAL 

Secara garis besar, isu bersifat eksternal yang dihadapi oleh Balai Besar POM di Bandung 

adalah sebagai berikut :  

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional RPJMN 2025-2029 di Bidang Kesehatan 

Dalam RPJPN 2025-2045, BPOM khususnya mendukung Kebijakan Transformasi Sosial 

Kesehatan Untuk Semua, yaitu pembangunan kesehatan yang bertujuan agar setiap 
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penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di 

seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun Perempuan. 

Dalam kebijakan tersebut, penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan 

perluasan cakupan produk termasuk pengawasan siber dan farmakovigilans menjadi salah 

satu strategi yang difokuskan dalam mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan 

responsif.  

Berdasarkan arah kebijakan dalam RPJMN 2025-2029 untuk bidang kesehatan, terdapat 

beberapa strategi nasional yang relevan dengan peran BPOM, yaitu: 

1. Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM 

Pada Kegiatan Pembangunan (KP) RPJMN ini, BPOM mendukung dalam hal, berikut: 

a. Pada Proyek Prioritas (ProP) Pengendalian konsumsi rokok, BPOM mendukung 

melalui Pengawasan Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik 

b. Pada ProP Pangan Sehat, BPOM khususunya mendukung melalui Penyusunan 

regulasi terkait pengaturan produk pangan olahan yang berdampak negatif bagi 

kesehatan. Penyusunan regulasi ini, merupakan salah satu upaya PTM yang terus 

meningkat di Indonesia. BPOM mengembangkan kebijakan yang mendorong 

pola konsumsi pangan sehat dengan menyusun kebijakan pencantuman informasi 

gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition Labelling (FOPNL) untuk 

memudahkan konsumen memilih pangan yang lebih sehat dan mendorong 

produsen pangan olahan untuk melakukan reformulasi pangan dengan 

menurunkan kandungan gula, garam dan lemak (GGL) dalam produknya 

sehingga dapat menyediakan pangan olahan yang lebih sehat di pasaran. 

2. Penguatan Sistem Pengawasan Pangan dan Sediaan Farmasi 

Kegiatan Pembangunan RPJMN ini dilaksanakan melalui 2 (dua) ProP yaitu ProP 

Penguatan Sistem Pengawasan Pangan dan ProP Penguatan Sistem Pengawasan 

Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. BPOM mendukung kedua ProP tersebut melalui 

kegiatan berikut: 

a. Pembinaan industri farmasi, obat bahan alam dan kosmetik dalam rangka 

peningkatan 

b. tingkat maturitas 

c. Pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan setelah beredar 

d. Peningkatan kapasitas Kab/Kota dalam pengawasan PIRT dan pemberdayaan 

e. masyarakat (Kab/Kota Pangan Aman) 

f. Pengujian sampel KLB keracunan pangan sesuai standar 
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g. Pengembangan jejaring laboratorium POM 

h. Peningkatan laboratorium eksternal yang mampu melakukan pengujian sediaan 

i. farmasi dan pangan olahan sesuai standar 

j. g. Pengawasan sarana produksi sediaan farmasi, pangan olahan dan IRTP 

k. h. Pengawasan fasilitas distribusi sediaan farmasi 

a. Pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai 

l. Standar kemampuan Laboratorium 

m. j. Pemenuhan SDM pengawas pangan olahan dan sediaan farmasi yang 

memenuhi 

n. standar kompetensi 

o. k. Penguatan tindak lanjut regulatori terkait keamanan obat beredar yang 

dikomunikasikan (penguatan fungsi regulatori farmakovigilans) 

p. l. Pemberian KIE Farmakovigilans pada sarana pelayanan Kesehatan dalam rangka 

q. pelaporan KTD/ESO 

r. m. Pemantauan pelanggaran hukum di bidang peredaran Sediaan Farmasi dan 

Pangan 

s. Olahan melalui Siber (Analisis siber dan patroli siber) 

t. n. Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 

u. Peningkatan Industri Pangan Olahan yang proaktif dalam meningkatkan level 

pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan 

v. Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan sebelum beredar 

w. Penguatan data dan sistem informasi POM yang andal dan terintegrasi 

3. Penguatan tata kelola, data, informasi dan inovasi teknologi kesehatan 

Pada Kegiatan Pembangunan ini, BPOM secara khusus mendukung ProP Penguatan 

Data dan Informasi. BPOM memperkuat tata kelola melalui pemanfaatan data, 

informasi, dan teknologi yang lebih baik, seperti sistem pelacakan (traceability) dan 

pengawasan yang berbasis data untuk menginformasikan kebijakan dan tindakan. 

BPOM dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan obat dan makanan 

didukung oleh data berkualitas yang dihasilkan melalui proses pengelolaan data. 

Proses pengelolaan data tersebut didukung oleh peraturan terkait dan teknologi 

informasi sehingga data berkualitas tersebut dapat dimanfaatkan serta dibagipakaikan 

melalui Satu Data BPOM sebagai salah satu bentuk implementasi dari amanah Satu 

Data Indonesia. Selain itu, data tersebut juga divisualisasikan melalui BPOM Command 

Center untuk mendukung kebutuhan pimpinan dalam pembuatan kebijakan 
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Efisiensi Anggaran Belanja Tahun 2025 

Implementasi Inpres 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan 

APBD Tahun 2025 bertujuan untuk mengendalikan dan mengoptimalkan belanja negara 

dan daerah agar lebih efekif dan efisien untuk melaksanakan program-program prioritas 

yang lebih produktif dalam mencapai tujuan nasional.  

Sebagaimana Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025, semua kementrian dan Lembaga 

termasuk BPOM diminta untuk melakukan langkah-langkah pelaksanaan anggaran sebagai 

berikut: 

1. Melakukan Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran, dengan 

melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan Kualitas dan Akurasi Penyusunan Rencana Program/Kegiatan Pada 

Awal Tahun Anggaran 

b. Meningkatkan Kualitas Reviu Anggaran dan Melakukan Optimalisasi Revisi 

Anggaran 

c. Melakukan Sinkronisasi dan Harmonisasi Belanja Pemerintah Pusat 

(Kementerian/Lembaga) dengan Belanja Pemerintah Daerah (Transfer Ke Daerah) 

sesuai Bidang dan Lingkup Kerja Kementerian/Lembaga Masing-Masing 

2. Melakukan Peningkatan Pelaksanaan Anggaran Belanja yang Berkualitas (Spending 

Better), dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Melakukan Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) 

b. Melakukan Akselerasi Pelaksanaan Program/Kegiatan/Proyek 

c. Meningkatkan Kualitas Belanja Melalui Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Belanja 

(Value For Money), 

d. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Yang Bersumber dari Dana 

PHLN dan SBSN, 

3. Melakukan Akselerasi Program/Kegiatan Pemerintahan Baru, dengan melaksanakan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Melakukan Akselerasi Operasionalisasi dan Pelaksanaan Program/Kegiatan 

Kementerian/Lembaga Baru Terdampak Transisi Kabinet Merah Putih (KMP), 

b. Memprioritaskan pencapaian program ASTA CITA dan Quick Wins Presiden RI, 

4. Melakukan Peningkatan Akuntabilitas Proses Pelaksanaan Anggaran, dengan 

melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 

Anggaran 
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b. Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengendalian internal 

c. Meningkatkan Kualitas dan Validitas Capaian Output Serta Pelaporannya 

 

Pertumbuhan Pasar dan Peningkatan Daya Saing Industri/Produk Obat dan Makanan 

dalam negeri 

Pasar produk obat dan makanan dalam negeri yang tengah berkembang 

mempresentasikan sebuah peluang bagi BPOM untuk memperluas dan mengintensifkan 

fungsi pengawasannya.  

Di tengah pertumbuhan pasar ini, BPOM berada di posisi yang strategis untuk memastikan 

bahwa semua produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah 

ditetapkan. Situasi ini tidak hanya menguntungkan konsumen dengan menjamin akses ke 

produk yang aman dan berkualitas, tetapi juga memberi produsen dalam negeri kepastian 

bahwa mereka beroperasi dalam pasar yang kompetitif dan adil. 

Dari perspektif strategis, pertumbuhan ini memberi BPOM kesempatan untuk mendorong 

inovasi dan meningkatkan reputasi industri dalam negeri di panggung internasional. 

Dengan memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan, BPOM dapat membantu 

produk dalam negeri memenangkan kepercayaan konsumen dan memperoleh akses 

pasar yang lebih luas. Pada akhirnya, upaya ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan 

ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan status Indonesia 

sebagai eksportir produk obat dan makanan yang terpercaya.  

 

Adaptasi Dengan Perkembangan Teknologi Melalui Peningkatan Digitalisasi Proses Bisnis 

BPOM 

Adaptasi terhadap perkembangan teknologi baru meningkatkan kapasitas BPOM untuk 

beroperasi sebagai lembaga pengawasan yang dinamis dan adaptif. Dalam konteks 

global, kecepatan dan akurasi pengawasan obat dan makanan menjadi kunci kompetitif 

yang penting, dan dengan teknologi yang tepat, BPOM dapat menegakkan standar yang 

lebih tinggi, memberikan respons yang lebih cepat terhadap masalah keamanan obat dan 

makanan, dan bahkan mengantisipasi masalah sebelum terjadi. Hal ini tidak hanya 

memperkuat kepercayaan publik dan keandalan lembaga, tetapi juga menempatkan 

Indonesia pada posisi yang lebih kuat dalam dialog dan kerjasama internasional mengenai 

standar pengawasan obat dan makanan. Adopsi inovasi teknologi ini mencerminkan 

komitmen BPOM untuk menjaga keamanan publik dan menegakkan regulasi di industri 



LAPORAN KINERJA INTERIM 
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG 
TRIWULAN III TAHUN 2025  

12 
 

yang terus berubah dengan cepat. Peluang BPOM dalam digitalisasi proses bisnis 

merupakan langkah maju menuju peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional. 

Dengan menerapkan teknologi digital dalam alur kerjanya, BPOM dapat mengotomasi 

banyak proses manual yang memakan waktu, seperti registrasi produk, pelaporan, dan 

pemantauan kepatuhan. Automasi ini tidak hanya mengurangi beban administratif, tetapi 

juga meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengelolaan data dan proses 

pengambilan keputusan. Lebih lanjut, penggunaan alat-alat digital dapat memperkuat 

kemampuan BPOM dalam mengawasi distribusi produk secara real-time, meningkatkan 

kemampuan BPOM untuk mengidentifikasi dan menanggapi potensi risiko keamanan 

produk dengan lebih cepat dan efektif, sebelum masalah tersebut berkembang menjadi 

isu yang lebih besar dan 

mempengaruhi masyarakat luas. 

Pada RPJMN 2025-2029 BPOM akan memulai tahap pengintegrasian dengan kecerdasan 

buatan (AI) dan machine learning. Pengintegrasian kecerdasan buatan (AI) dan machine 

learning dalam sistem pengawasan obat dan makanan menawarkan peluang 

transformasional dalam peningkatan keamanan produk obat dan makanan. Dengan 

memanfaatkan teknologi ini, BPOM dapat menganalisis data dalam volume besar dengan 

kecepatan dan ketepatan yang tidak dapat dicapai melalui metode konvensional. 

AI dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tren dari data yang dikumpulkan dari 

laporan inspeksi, pengujian laboratorium, dan pengaduan konsumen, memungkinkan 

deteksi dini terhadap risiko produk. Selain itu, machine learning dapat membantu dalam 

memprediksi potensi wabah kesehatan masyarakat berdasarkan analisis data historis dan 

tren saat ini. Implementasi teknologi ini dalam pengawasan dapat secara signifikan 

menyederhanakan proses analisis data, mengurangi beban kerja manual, dan 

meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan. 

 

Kolaborasi dengan stakeholders 

Peluang BPOM untuk mengembangkan kolaborasi dengan berbagai pemangku 

kepentingan, seperti industri farmasi dan makanan, institusi akademik, dan organisasi 

internasional, menyediakan akses yang lebih luas ke sumber daya yang beragam serta 

berbagai inovasi terkini. Hubungan kerja sama ini memungkinkan pertukaran informasi 

dan praktik terbaik, yang secara langsung dapat meningkatkan kemampuan BPOM dalam 

memahami dan mengimplementasikan standar industri global serta tren terkini. 
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Kemitraan dengan universitas dapat memfasilitasi penelitian bersama yang menghasilkan 

wawasan baru tentang pengawasan obat dan makanan, sementara kolaborasi dengan 

lembaga internasional dapat membantu BPOM menyelaraskan regulasinya dengan 

standar global, memastikan bahwa Indonesia tidak tertinggal dalam praktik pengawasan 

kesehatan publik. 

Secara strategis, kolaborasi ini memiliki implikasi yang jauh mencakup lebih dari sekadar 

pertukaran pengetahuan. Kolaborasi ini mengarah pada pembentukan aliansi strategis 

yang dapat mendukung inisiatif kebijakan BPOM, termasuk advokasi untuk peraturan yang 

lebih ketat terhadap bahan berbahaya dalam obat dan makanan, atau kebijakan yang 

mendukung pengembangan industri farmasi dan makanan dalam negeri. Kolaborasi ini 

juga membuka peluang bagi BPOM untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas 

internalnya melalui pelatihan yang disediakan oleh mitra-mitra global. Pada akhirnya, 

inisiatif bersama ini dapat memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi kesehatan global 

dan memajukan agenda kesehatan masyarakat dalam skala internasional, mempromosikan 

keamanan, inovasi, dan daya saing di sektor kesehatan. Melalui kerja sama yang erat 

dengan industri, akademisi, dan lembaga internasional, BPOM dapat memperoleh akses 

ke sumber daya, pengetahuan, dan inovasi terbaru. Kolaborasi ini memungkinkan BPOM 

untuk menerapkan praktik terbaik dan meningkatkan standar pengawasan. 

 

Peningkatan kesadaran masyarakat 

Dalam konteks peningkatan kesadaran masyarakat tentang keamanan obat dan makanan, 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peluang strategis untuk 

memperkuat hubungan dan kerjasama dengan masyarakat. Edukasi publik merupakan 

langkah penting dalam mengurangi risiko kesehatan yang disebabkan oleh konsumsi 

pangan dan obat-obatan yang tidak aman. Dengan memanfaatkan berbagai platform 

komunikasi, seperti media sosial, seminar, workshop, dan kampanye publik, BPOM dapat 

menyebarkan informasi yang relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Ini tidak 

hanya akan meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya keamanan pangan dan 

obat-obatan tetapi juga memotivasi mereka untuk aktif berpartisipasi dalam upaya 

pengawasan produk yang beredar di masyarakat. 

Dari sisi implikasi strategis, upaya peningkatan kesadaran ini dapat berujung pada 

peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi dan standar keamanan pangan dan 

obat, yang pada gilirannya meminimalisir risiko kesehatan publik. Lebih lanjut, penguatan 

kerjasama dan kepercayaan antara BPOM dan masyarakat dapat menjadi fondasi kuat 
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dalam membangun sistem pengawasan pangan dan obat yang lebih efektif dan responsif. 

Dengan masyarakat yang lebih terinformasi dan terlibat aktif, potensi untuk 

mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran akan lebih tinggi, memungkinkan BPOM 

untuk bertindak cepat dalam menangani isu keamanan pangan dan obat. Ini tidak hanya 

akan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan tetapi juga memperkuat 

citra dan legitimasi BPOM sebagai lembaga pengawas yang kompeten dan terpercaya di 

mata publik. 

 

Inisiatif Keberlanjutan dan Ekonomi Hijau 

Inisiatif keberlanjutan dan ekonomi hijau membuka peluang besar bagi Badan Pengawas 

Obat dan Makanan (BPOM) untuk memainkan peran strategis dalam memastikan industri 

obat dan makanan Indonesia beroperasi dengan cara yang lebih ramah lingkungan. 

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam regulasi dan 

pengawasan, BPOM dapat mendorong perusahaan-perusahaan di sektor ini untuk 

mengadopsi praktik produksi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, 

seperti pengurangan limbah, efisiensi energi, dan penggunaan bahan baku yang 

berkelanjutan. Langkah ini tidak hanya memenuhi tuntutan konsumen modern yang 

semakin sadar lingkungan dan menuntut produk yang berkelanjutan, tetapi juga 

mempersiapkan industri lokal untuk memenuhi standar global yang semakin ketat terkait 

keberlanjutan. 

Dari sudut pandang strategis, integrasi keberlanjutan dalam pengawasan oleh BPOM 

memiliki implikasi jangka panjang yang signifikan bagi industri obat dan makanan, serta 

ekonomi dan lingkungan Indonesia secara keseluruhan. Pertama, memastikan praktik 

berkelanjutan dapat meningkatkan reputasi internasional dan daya saing pasar ekspor 

produk Indonesia, memungkinkan akses ke pasar baru dan memperkuat posisi pasar di 

negara-negara yang menerapkan regulasi lingkungan yang ketat. Kedua, pendekatan ini 

mendukung transisi ekonomi Indonesia menuju ekonomi hijau, yang berkontribusi pada 

pembangunan berkelanjutan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Hal ini tidak 

hanya memperkuat ketahanan industri terhadap risiko lingkungan di masa depan tetapi 

juga membantu menciptakan ekosistem bisnis yang inovatif dan tangguh. Dengan 

demikian, BPOM tidak hanya berfungsi sebagai pelindung kesehatan masyarakat tetapi 

juga sebagai agen perubahan menuju pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan. 
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Inovasi Produk dan Layanan Kesehatan 

Inovasi produk dan layanan kesehatan membuka peluang besar bagi Badan Pengawas 

Obat dan Makanan (BPOM) untuk memainkan peran sentral dalam mendorong inovasi 

dan keamanan produk di industri kesehatan. Dengan kemunculan obat-obatan inovatif, 

obat bahan alam, suplemen kesehatan, bahan kosmetik baru dan teknologi sediaan 

kosmetik dan makanan fungsional, BPOM berada dalam keunggulan strategis untuk 

memimpin dalam pengembangan dan penerapan standar pengawasan yang adaptif dan 

proaktif. Hal ini termasuk pembuatan kerangka kerja regulasi yang mendukung penelitian 

dan pengembangan produk baru dan memastikan bahwa semua produk yang beredar di 

pasar memenuhi standar keamanan dan efikasi yang ketat. Melalui kolaborasi dengan 

peneliti, industri, dan lembaga internasional, BPOM dapat memfasilitasi inovasi yang 

berkelanjutan dalam sektor kesehatan, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk 

pengembangan produk kesehatan baru yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat 

dengan lebih baik.  

 

Implementasi Program Fortifikasi Pangan 

Salah  satu  upaya  di  dalam  mendukung  Arah  Kebijakan  Nasional Perbaikan Kualitas 

Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat dilakukan melalui peningkatan peran industri dan 

pemerintah daerah dalam ketersediaan pangan beragam, aman, dan bergizi diantaranya 

dengan dukungan fortifikasi mikronutrien penting. Fortifikasi pangan merupakan salah 

satu cara dalam menangani permasalahan tingginya angka kekurangan gizi mikro. Sebagai 

langkah awal pemerintah menetapkan fortifikasi pada garam konsumsi, tepung terigu dan 

minyak goreng sawit, mengingat juga masih tingginya masalah gangguan kesehatan 

karena kurang yodium (GAKI). Penerapan fortifikasi harus diiringi dengan pengawasan 

oleh Balai Besar POM di Bandung. Hasil pengawasan garam beryodium dalam kurun 

waktu lima tahun terakhir (2015– 2019) menunjukkan tren penurunan terhadap hasil uji 

yang tidak memenuhi syarat (TMS) yaitu pada tahun 2015 jumlah sampel garam yang TMS 

sebesar 85% dan hingga tahun 2017 menjadi 81,62%, kemudian pada tahun 2019 

mengalami penurunan signifikan menjadi 54,82%. Sedangkan hasil pengawasan tepung 

terigu dan minyak goreng sawit dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2015- 2019) 

menunjukkan relatif semua sampel yang diuji memenuhi syarat (MS).  

Kegiatan intensifikasi pengawasan produk fortifikasi Nasional (garam konsumsi, tepung 

terigu dan minyak goreng sawit) merupakan upaya pengawasan produk pangan baik 

dalam rangka pemenuhan persyaratan (compliance) maupun surveilan keamanan pangan. 



LAPORAN KINERJA INTERIM 
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG 
TRIWULAN III TAHUN 2025  

16 
 

Upaya tersebut dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan Cara Produksi Pangan 

Olahan yang Baik (CPPOB), baik penerapan CPPOB pada produsen pangan dan 

penerapan Cara Ritel Pangan yang Baik di sarana peredaran. Selain itu juga dilakukan 

pengawasan terhadap produk pangan baik di sarana produksi maupun di sarana distribusi 

serta penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran di bidang pangan. Kegiatan lainnya 

yaitu pengujian laboratorium terhadap parameter keamanan dan mutu pangan dan gizi 

pangan, pengawasan terhadap kesesuaian label serta pengawasan terhadap keamanan 

kemasan pangan yang beredar melalui sampling dan pengujian. 

 

Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Balai Besar POM di Bandung 

melaksanakan reformasi birokrasi (RB) sesuai PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 

Design RB 2010- 2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan Balai Besar POM di Bandung 

merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran sebagai hasil yang diharapkan dari 

pelaksanaan RB dengan membentuk tim POKJA dalam area Manajemen Perubahan, 

Penataan Tata Laksana, Penataan Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, 

Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebagai wujud 

pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi 

Bersih Melayani (WBBM). 



BAB II
2.1  Uraian Singkat Renstra
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
2.3 Perjanjian Kinerja (PK)
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 
        (RAPK)
2.5 Metode Pengukuran

www.bandung.pom.go.id

PERENCANAAN KINERJA
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Rencana strategis BPOM Tahun 2025-2029 disusun mengacu pada arah kebijakan dan 

strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 

2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 serta dengan memperhatikan Peraturan Badan 

Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berdampak pada perubahan arah kebijakan dan 

strategi serta perubahan sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator 

kinerjanya. 

Dalam RPJPN 2025-2045, BPOM khususnya mendukung Kebijakan Transformasi Sosial 

Kesehatan Untuk Semua, yaitu pembangunan kesehatan yang bertujuan agar setiap 

penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, 

diseluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun 

Perempuan. Dalam kebijakan tersebut, penguatan sistem pengawasan obat dan makanan 

dengan perluasan cakupan produk termasuk pengawasan siber dan farmakovigilans 

menjadi salah satu strategi yang difokuskan dalam mewujudkan sistem kesehatan yang 

tangguh dan responsif. 

Diharapkan output dan outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan BPOM Tahun 

2025-2029 tersebut menjadi bentuk konkrit kontribusi BPOM terhadap pencapaian agenda 

Nawacita nasional, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 

Untuk itu, capaian target outcome dan output akan dipantau secara berkala, dan dievaluasi 

pada akhir periode Rencana Strategis/RPJMN sebagai impact assessment.  

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan 

tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai Besar POM di Bandung sesuai dengan 

tugas dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM yang melakukan pengawasan 

Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Barat dituntut untuk dapat memberikan perlindungan 

kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan 

Makanan.  Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah 

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM serta Peraturan Badan POM 

Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di 

Lingkungan BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu 

masyarakat Indonesia khususnya Propinsi Jawa Barat sebagai penerima manfaat, dan dapat 

menunjukkan impact dari berbagai hasil (outcome) yang ingin diwujudkan Balai Besar POM 

di Bandung dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa 
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pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan 

kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara. 

Adapun Visi, Misi dan Tujuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 

sebagai berikut: 

VISI 

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam 

Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Visi pembangunan nasional Indonesia 2025-

2029 adalah: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesi Emas 2045. 

Dalam RPJPN 2025-2045 Tahap Pertama yaitu RPJMN 2025-2029, fokusnya adalah 

Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, Transformasi Tata Kelola, Supremasi Hukum, 

Stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, Ketahanan Sosial Budaya dan Etologi, 

Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana, serta Kesinambungan Pembangunan.  

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2025-2029, maka Balai Besar 

POM di Bandung telah menetapkan Visi 2025-2029 yaitu:  

“"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya 

saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia 

Emas 2045” 

Penjelasan Visi: 

Visi ini mencerminkan dedikasi Balai Besar POM di Bandung dalam memberikan standar 

tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang 

dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di 

antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional..  

Visi Balai Besar POM di Bandung untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek 

penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari 

rumusan visi tersebut: 

1.  Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan 

pangan olahan menjadi prioritas utama Besar POM di Bandung. Hal ini mencakup 

pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan 

keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang 

ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.  

2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: Besar POM di Bandung berupaya 

memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar 
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memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas 

produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional. 

3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: Besar POM di Bandung 

mendukung industry sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing 

di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, 

dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional. 

4. Masyarakat Sehat: Tujuan akhir dari semua upaya Besar POM di Bandung adalah 

mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan 

akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, 

bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi). Terkait pangan olahan bergizi, 

konteks pengawasan yang dilakukan Besar POM di Bandung menekankan pada 

pentingnya pencatuman informasi nilai gizi pada label/kemasan pangan sebelum 

beredar, pengawasan label setelah produk beredar, serta yang tidak kalah penting 

adalah edukasi dan kampanye terkait pangan aman dan bergizi. Untuk memudahkan 

penyampaian informasi nilai gizi tersebut ke masyarakat ke depan BPOM akan 

menerapkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan 

mencantumkan informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition labelling 

(FOPNL). Besar POM di Bandung berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap 

kesehatan masyarakat dan mendorong industri pangan untuk menghasilkan produk 

yang aman dan bergizi. Hal ini menjadi langkah strategis yang diharapkan mampu 

berkontribusi dalam menurunkan angka penyakit tidak menular yang banyak dipicu oleh 

konsumsi GGL berlebih, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di 

Indonesia. 

Rumusan visi Besar POM di Bandung untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan 

komitmen Besar POM di Bandung dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui 

pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan 

berkelanjutan. 

MISI 

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BBPOM di Bandung telah merumuskan misi-misi 

strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi-misi 

ini disusun dengan memperhatikan misi Badan POM, yang telah mendukung Asta Cita Misi 

Presiden.  Misi BBPOM di Bandung tahun 2025-2029 adala sebagai berikut: 

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan 

mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa. 
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2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan 

Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur 

ekonomi yang produktif dan berdaya saing. 

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta 

penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, 

dan masyarakat. 

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan 

5. pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 

 

SASARAN KEGIATAN 

Sasaran Kegiatan BBPOM di Bandung disusun dalam rangka untuk mencapai Visi, Misi dan 

Tujuan serta memperhatikan kondisi tantangan dan peluang masa depan serta sumber 

daya uang dimiliki. Sasaran Kegiatan ini juga sejalan dan memperkuat sasaran strategis 

BPOM untuk periode 2025 – 2029, dan secara langsung terkait dengan rencana strategis 

yang telah dirumuskan berdasarkan analisis SWOT, memastikan bahwa BPOM dapat 

merespons secara efektif terhadap kekuatan dan peluang yang ada, serta mengatasi 

kelemahan dan ancaman yang dihadapi. Sasaran Kegiatan BBPOM di Bandung Tahun 

2025-2029 adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di 

wilayah Jawa Barat: 

Sasaran kegiatan ini difokuskan untuk memperkuat kemampuan BBPOM di Bandung 

dalam mengidentifikasi dan merespons secara cepat dan akurat terhadap potensi risiko 

kesehatan dari produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar, serta pada 

kejadian Kejadian Luar Biasa keracunan pangan. Strategi seperti optimalisasi teknologi 

dan digitalisasi, pengembangan sistem data dan analisis, peningkatan infrastruktur dan 

sistem pengawasan, serta peningkatan kapasitas laboratorium untuk menguatkan 

pengawasan proaktif, yang lebih responsif dan efektif. Selain itu, juga menguatkan 

kolaborasi lintas sektor dalam pengawasan kejadian yang tidak diinginkan dari konsumsi 

produk sediaan farmasi dan pangan olahan, sehingga dapat meningkatkan respon 

perlindungan masyarakat dan meningkatkan kesiapan dalam menghadapi kejadian 

emerging disease. Sasaran kegiatan juga difokuskan untuk meningkatkan kepatuhan 

dari para pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan dan ketentuan regulasi yang 

berlaku. Kegiatan ini juga dapat memperluas kerjasama lintas sektor dan optimalisasi 

koordinasi antar lembaga yang dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan usaha yang 
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kondusif dan berdaya saing, di mana aturan dan standar keamanan produk ditegakkan 

dengan tegas dan adil. Sasaran kegiatan ini juga difokuskan untuk meningkatkan 

perlindungan masyarakat dengan memastikan produk sediaan farmasi dan pangan 

olahan yang beredar adalah produk yang aman, bermutu, dan bermanfaat, melalui 

kegiatan pemeriksaan yang efektif dan menyeluruh mulai dari sebelum produk 

diedarkan, pada saat proses produksi dan setelah produk diedarkan melalui jalur 

distribusi yang sesuai ketentuan. Penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi serta 

automisasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dapat menguatkan system pemeriksaan 

yang efektif, responsive dan menyeluruh. Selain itu Sasaran kegiatan ini menggaris 

bawahi pentingnya peningkatan kapabilitas laboratorium BBPOM di Bandung sebagai 

bagian kunci dalam proses pengawasan. Melalui investasi dalam infrastruktur 

pengawasan dan laboratorium serta pengembangan fasilitas dan kapabilitas 

laboratorium, BBPOM di Bandung berupaya meningkatkan akurasi dan kecepatan 

dalam pengujian produk. 

2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi 

Sasaran kegiatan ini difokuskan untuk meningkatkan peran aktif BBPOM di Bandung 

mendukung program pemerintah dalam menurunkan angka stunting, terutama di 

wilayah Jawa Barat. Pengawasan pangan fortifikasi ini merupakan upaya untuk  

memastikan keamanan dan mutu pangan yang ditambahkan zat gizi tertentu, sehingga 

dapat meningkatkan kualitas pangan, meningkatkan status gizi masyarakat, dan 

menurunkan angka stunting. 

3. Meningkatnya efektivitas KIE di Jawa Barat  

Sasaran kegiatan ini difokuskan pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran 

masyarakat terhadap standar keamanan dan kualitas obat serta makanan. Melalui 

strategi pengembangan program edukasi publik dan peningkatan komunikasi dan 

edukasi publik, BBPOM di bandung berupaya membangun pemahaman yang kuat di 

kalangan konsumen tentang pentingnya memilih produk yang aman dan bermutu. 

4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu  

Sasaran kegiatan ini difokuskan untuk mendukung dan memfasilitasi industri obat dan 

makanan agar lebih inovatif dan mandiri. Strategi mendorong inovasi dan adaptasi 

industri serta pengoptimalkan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, 

dirancang untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada industri dalam 

mengembangkan produk yang inovatif dan kompetitif. 
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5. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif 

di wilayah kerja UPT  

Sasaran kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kemampuan BBPOM di Bandung 

dalam mendeteksi, menemukan dan menindak tegas pelaku kejahatan di bidang 

sediaan farmasi dan pangan olahan. Peningkatan kegiatan penegakan hukum dan 

pemberian sanksi yang berat diharapkan dapat mengurangi kejadian kejahatan di 

bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Strategi peningkatan koordinasi dan 

advokasi dengan Integrated Criminal Justice System (ICJS) merupakan bagian yang 

penting meningkatkan kesepahaman bahwa kejahatan bidang sediaan farmasi dan 

pangan olahan adalah kejahatan kemanusiaan, sehingga dapat meningkatkan 

kolaborasi dalam menurunkan tingkat kejahatan tersebut. 

6. Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif 

Sasaran kegiatan ini memfokuskan pada peningkatan kemampuan BPOM dalam 

mendeteksi pelaku kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Strategi 

seperti meningkatkan pengawasan e-commerce dan mengintensifkan pengawasan 

produk impor merupakan bagian dari upaya untuk memerangi praktik ilegal yang 

merugikan kesehatan publik dan ekonomi. 

7. Layanan Publik BBPOM di Bandung yang Prima  

Sasaran strategis ini menekankan pada peningkatan kualitas layanan yang diberikan 

BBPOM di bandung kepada masyarakat dan stakeholder lainnya. Strategi pembaharuan 

kurikulum dan metode pelatihan SDM serta memperkuat sistem registrasi produk 

diarahkan untuk memastikan proses layanan yang efisien, transparan, dan mudah 

diakses oleh semua pihak. 

8. Terwujudnya Tatakelola Pemerintah BBPOM di Bandung yang Optimal 

Sasaran kegiatan ini ditujukan untuk membangun BBPOM di Bandung sebagai lembaga 

yang kuat, fleksibel, dan berintegritas tinggi. Strategi memperkuat kerangka hukum dan 

regulasi serta optimasi dan redistribusi SDM, ditargetkan untuk meningkatkan kualitas 

tata kelola organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis 

dan operasional.  

 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di 

Bandung dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2025-2029, 

BBPOM di Bandung menetapkan sasaran Kegiatan, indikator kegiatan dan target yang 
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telah dilakukan reviu, perubahannya menjadi sebagaimana disajikan pada tabel 2.1.1 

berikut: 

TABEL 2.1.1 

SASARAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET BBPOM DI BANDUNG  

TAHUN 2025-2029 

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja 
Target Kinerja (Semula) 

2025 2026 2027 2028 2029 

SK 1. Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 

di wilayah kerja UPT 

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi 

berisiko yang ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

86.25 88.00 89.75 91.50 93.25 

2. Persentase sarana pelayanan 

kesehatan yang telah melaporkan 

KTD/ESO ke BPOM 

26 27 28 29 30 

3. Persentase sampel Pangan Olahan 

berisiko yang ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

85 87 89 91 93 

4. Persentase sampel KLB keracunan 

pangan yang diuji sesuai standar 

100 100 100 100 100 

5. Persentase sampel PIRT berisiko 

yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

85 87 89 92 95 

6. Persentase keputusan/rekomendasi 

hasil pengawasan Sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan yang 

ditindaklanjuti oleh stakeholder 

85 100 100 100 100 

7. Persentase sarana produksi Sediaan 

Farmasi yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

88 90 91 93 94 

8. Persentase sarana produksi pangan 

olahan (termasuk IRTP) yang 

80 83 85 87 90 
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diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan 

Farmasi yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

91.75 93.00 94.25 95.50 96.75 

10. Persentase sarana distribusi Pangan 

Olahan yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

85 87 89 92 95 

11. Persentase iklan sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan yang diawasi sesuai 

ketentuan 

83.48 85.68 88.08 90.48 92.28 

SK 2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi 

12. Persentase cakupan sarana produksi 

pangan fortifikasi yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

57 63 68 71 75 

SK 3. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja 

UPT 

13. Nilai pemenuhan Lab Pengujian 

Sediaan Farmasi dan Pangan olahan 

UPT sesuai Standar Kemampuan 

Laboratorium 

81.7 85.8 89.5 91.2 92.7 

SK 4. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT 

14. Tingkat efektivitas KIE Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan di 

wilayah kerja BBPOM di Bandung 

86.94 87.81 88.68 89.55 90.42 

15. Jumlah sekolah pangan jajanan anak 

usia sekolah (PJAS) aman 

17 20 23 24 26 

16. Jumlah desa pangan aman 6 10 10 10 10 

17. Jumlah pasar pangan aman berbasis 

komunitas 

1 3 3 5 5 
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SK 5. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan 

mutu 

18. Persentase UMKM yang didampingi 

dan memperoleh rekomendasi 

sertifikat cara pembuatan OBA, Kos 

yang baik dan/atau IP CPPOB 

Pangan Olahan 

85.0 86.0 87.0 88.0 89.0 

SK 6. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang 

efektif di wilayah kerja UPT 

19. Persentase Keberhasilan Penyidikan 

Kejahatan Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan BBPOM di Bandung 

72 74 76 78 80 

SK 7. Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif 

20. Persentase Kepatuhan Penyampaian 

Laporan Analisis Penjejakan Digital 

yang Diselesaikan oleh BBPOM di 

Bandung 

90 91 92 93 94 

SK 8. Layanan Publik UPT yang Prima 

21. Indeks Pelayanan Publik UPT 4,70 4,75 4,80 4,85 4,90 

SK 9. Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel 

22. Nilai Pembangunan ZI UPT Balai 

Besar di Bandung 

91,5 91,75 92,0 92,25 92,50 

23. Nilai AKIP Balai Besar di Bandung 83,10 83,25 83,40 83,55 83,70 

24. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar di 

Bandung 

5 5 5 5 5 

25. Indeks Manajemen Risiko Balai Besar 

di Bandung 

2.95 3 3.05 3.1 3.15 
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Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar POM di Bandung Tahun 2025 adalah bentuk 

penjabaran langkah-langkah pencapaian kinerja yang akan dilakukan pada tahun 2025 dan 

juga sebagai acuan dalam penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk 

pelaksanaan kegiatan. RKT Balai Besar POM di Bandung Tahun 2025 ditetapkan dengan 

Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor 

HK.02.02.8A.09.24.605 Tahun 2024 tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat 

dan Makanan di Bandung Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.2 berikut:  

TABEL 2.2.1 

PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN BBPOM DI BANDUNG  

TAHUN 2025 

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET 

(1) (2) (3) (4) 

1. Meningkatnya efektivitas 

Pengawasan produk 

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan di wilayah 

kerja UPT  

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi 

berisiko yang ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

86.25 

2. Persentase sarana pelayanan 

kesehatan yang telah melaporkan 

KTD/ESO ke BPOM 

26 

3. Persentase sampel Pangan Olahan 

berisiko yang ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

85 

4. Persentase sampel KLB keracunan 

pangan yang diuji sesuai standar 

100 

5. Persentase sampel PIRT berisiko yang 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

85 

6. Persentase keputusan/rekomendasi 

hasil pengawasan Sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan yang 

ditindaklanjuti oleh stakeholder 

85 

7. Persentase sarana produksi Sediaan 

Farmasi yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

88 
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NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET 

(1) (2) (3) (4) 

8. Persentase sarana produksi pangan 

olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa 

dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

80 

9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan 

Farmasi yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

91.75 

10. Persentase sarana distribusi Pangan 

Olahan yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

85 

11. Persentase iklan sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan yang diawasi sesuai 

ketentuan 

83.48 

2. Meningkatnya Efektifitas 

Pengawasan Sarana Produksi 

Pangan Fortifikasi 

12. Persentase cakupan sarana produksi 

pangan fortifikasi yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

57 

3. Menguatnya Lab 

Pengawasan Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan 

di wilayah kerja UPT 

13. Nilai pemenuhan Lab Pengujian 

Sediaan Farmasi dan Pangan olahan 

UPT sesuai Standar Kemampuan 

Laboratorium 

81.7 

4. Meningkatnya efektivitas 

KIE di masing-masing 

wilayah kerja UPT 

14. Tingkat efektivitas KIE Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan di 

wilayah kerja BBPOM di Bandung 

86.94 

15. Jumlah sekolah pangan jajanan anak 

usia sekolah (PJAS) aman 

17 

16. Jumlah desa pangan aman 6 

17. Jumlah pasar pangan aman berbasis 

komunitas 

1 

5. Meningkatnya 

pendampingan UMKM 

dalam pemenuhan standar 

keamanan dan mutu 

18. Persentase UMKM yang didampingi 

dan memperoleh rekomendasi 

sertifikat cara pembuatan OBA, Kos 

85.0 
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NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET 

(1) (2) (3) (4) 

yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan 

Olahan 

6. Terlaksananya Penindakan 

Kejahatan Sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan yang 

efektif di wilayah kerja UPT 

19. Persentase Keberhasilan Penyidikan 

Kejahatan Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan BBPOM di Bandung 

72 

7. Terlaksananya kegiatan 

pemantauan siber dan 

deteksi kejahatan di 

bidang Sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan yang 

efektif 

20. Persentase Kepatuhan Penyampaian 

Laporan Analisis Penjejakan Digital 

yang Diselesaikan oleh BBPOM di 

Bandung 

90 

8. Layanan Publik UPT yang 

Prima 

21. Indeks Pelayanan Publik UPT 4,70 

9. Terkelolanya Keuangan 

BBPOM di Bandung secara 

Akuntabel 

Nilai Pembangunan ZI UPT Balai Besar di 

Bandung 

91,5 

22. Nilai AKIP Balai Besar di Bandung 83,10 

23. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar di 

Bandung 

5 

24. Indeks Manajemen Risiko Balai Besar 

di Bandung 

2.95 
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Disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan RKT Tahun 2025 dengan target dan 

anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA yang telah disahkan sebesar Rp. 

66.390.943.000,-.  

Pada tanggal 2 Desember 2024 ditetapkan DIPA Balai Besar POM di Bandung menjadi Rp. 

66.390.943.000,-.   

Terdapat perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada tanggal 29 Agustus 2025 dengan 

Pagu Anggaran Rp.66.709.935.000,-. Secara rinci dapat dilihat pada table berikut :  

TABEL 2.3.1  

PERJANJIAN KINERJA BBPOM DI BANDUNG  

TAHUN 2025 

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

SEMULA 

TARGET 

MENJADI 

(1) (2) (3) (4)  

1. Meningkatnya 

efektivitas Pengawasan 

produk Sediaan 

Farmasi dan Pangan 

Olahan di wilayah 

kerja UPT  

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi 

berisiko yang ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

86.25 88.75 

2. Persentase sarana pelayanan 

kesehatan yang telah melaporkan 

KTD/ESO ke BPOM 

26 26 

3. Persentase sampel Pangan Olahan 

berisiko yang ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

85 85 

4. Persentase sampel KLB keracunan 

pangan yang diuji sesuai standar 

100 100 

5. Persentase sampel PIRT berisiko 

yang ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

85 85 

6. Persentase keputusan/rekomendasi 

hasil pengawasan Sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan yang 

ditindaklanjuti oleh stakeholder 

85 85 
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NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

SEMULA 

TARGET 

MENJADI 

(1) (2) (3) (4)  

7. Persentase sarana produksi Sediaan 

Farmasi yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

88 88.75 

8. Persentase sarana produksi pangan 

olahan (termasuk IRTP) yang 

diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

80 80 

9. Persentase fasilitas distribusi 

Sediaan Farmasi yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

91.75 93 

10. Persentase sarana distribusi Pangan 

Olahan yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

85 85 

11. Persentase iklan sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan yang diawasi 

sesuai ketentuan 

83.48 84.68 

12. Persentase label produk tembakau 

dan/atau rokok elektronik yang 

diawasi sesuai standar 

 80 

13. Persentase pemenuhan target 

pengendalian AMR di wilayah UPT 

 100 

14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian 

Sediaan Farmasi dan Pangan olahan 

UPT sesuai Standar Kemampuan 

Laboratorium 

81.7 81.7 

15. Persentase Kabupaten/Kota yang 

didampingi dalam pencapaian 

Kabupaten/Kota Pangan Aman 

 5.26 
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NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

SEMULA 

TARGET 

MENJADI 

(1) (2) (3) (4)  

2. Meningkatnya Efektifitas 

Pengawasan Sarana 

Produksi Pangan 

Fortifikasi 

16. Persentase cakupan sarana produksi 

pangan fortifikasi yang diperiksa 

dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

57 57 

3. Meningkatnya 

efektivitas KIE di 

masing-masing 

wilayah kerja UPT 

17. Tingkat efektivitas KIE Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan di 

wilayah kerja BBPOM di Bandung 

86.94 86.94 

18. Jumlah sekolah pangan jajanan 

anak usia sekolah (PJAS) aman 

17 17 

19. Jumlah desa pangan aman 6 6 

20. Jumlah pasar pangan aman 

berbasis komunitas 

1 1 

4. Meningkatnya 

pendampingan UMKM 

dalam pemenuhan 

standar keamanan dan 

mutu 

21. Persentase UMKM yang didampingi 

dan memperoleh rekomendasi 

sertifikat cara pembuatan OBA, Kos 

yang baik dan/atau IP CPPOB 

Pangan Olahan 

85.0 16.45 

5. Terlaksananya 

Penindakan Kejahatan 

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan yang 

efektif di wilayah kerja 

UPT 

22. Persentase Keberhasilan Penyidikan 

Kejahatan Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan BBPOM di Bandung 

72 72 

6. Terlaksananya 

kegiatan pemantauan 

siber dan deteksi 

kejahatan di bidang 

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan yang 

efektif 

23. Persentase Kepatuhan Penyampaian 

Laporan Analisis Penjejakan Digital 

yang Diselesaikan oleh BBPOM di 

Bandung 

90 90 
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NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

SEMULA 

TARGET 

MENJADI 

(1) (2) (3) (4)  

7. Layanan Publik UPT 

yang Prima 

24. Indeks Pelayanan Publik UPT 4.70 4.7 

8. Terkelolanya 

Keuangan BBPOM di 

Bandung secara 

Akuntabel 

Nilai Pembangunan ZI UPT Balai Besar 

di Bandung 

91.5 91.5 

25. Nilai AKIP Balai Besar di Bandung 83.10 93.10 

26. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar 

di Bandung 

5 5 

27. Indeks Manajemen Risiko Balai 

Besar di Bandung 

2.95 2.95 

 

 

Kegiatan : 

Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia 
 

 
Anggaran 

Rp.46.778.823.000,- 
 

Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM  Rp.19.931.112.000,- 
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Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2025 menyajikan target triwulan dan per bulan 

yang tercantum dalam Perubahan PK Balai Besar POM di Bandung beserta anggarannya 

sebagaimana tabel tabel 2.4.1 berikut: 

TABEL 2.4.1 

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) 

TAHUN 2025 

Sasaran 

Strategis 
Indikator 

Targ

et 

Target Bulanan (kumulatif) (menggunakan koma dan tanpa satuan%) 

Anggaran 
JAN FEB 

MA

R 
APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES 

Meningkat

nya 

efektivitas 

Pengawasa

n produk 

Sediaan 

Farmasi 

dan 

Pangan 

Olahan di 

wilayah 

kerja UPT  

1. Persentase sampel 

Sediaan Farmasi 

berisiko yang 

ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan 

86.25 86.2

5 

86.2

5 

86.2

5 

86.2

5 

86.2

5 

86.2

5 

86.2

5 

86.2

5 

86.2

5 

86.2

5 

86.25 86.2

5 

1.492.536.0

00 

2. Persentase sarana 

pelayanan 

kesehatan yang 

telah melaporkan 

KTD/ESO ke BPOM 

26            26.0

0 

99.200.000 

3. Persentase sampel 

Pangan Olahan 

berisiko yang 

ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan 

85 85.0

0 

85.0

0 

85.0

0 

85.0

0 

85.0

0 

85.0

0 

85.0

0 

85.0

0 

85.0

0 

85.0

0 

85.00 85.0

0 

405.173.200 

4. Persentase sampel 

KLB keracunan 

pangan yang diuji 

sesuai standar 

100 100.

00 

100.

00 

100.

00 

100.

00 

100.

00 

100.

00 

100.

00 

100.

00 

100.

00 

100.

00 

100.0

0 

100.

00 

62.112.800 

5. Persentase sampel 

PIRT berisiko yang 

ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan 

85  85.0

0 

85.0

0 

85.0

0 

85.0

0 

85.0

0 

85.0

0 

85.0

0 

85.0

0 

85.0

0 

85.00 85.0

0 

155.282.000 

6. Persentase 

keputusan/rekome

ndasi hasil 

pengawasan 

Sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan 

yang ditindaklanjuti 

oleh stakeholder 

85 

85.0

0 

85.0

0 

85.0

0 

85.0

0 

85.0

0 

85.0

0 

85.0

0 

85.0

0 

85.0

0 

85.0

0 

85.00 85.0

0 

64.683.000 
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Sasaran 

Strategis 
Indikator 

Targ

et 

Target Bulanan (kumulatif) (menggunakan koma dan tanpa satuan%) 

Anggaran 
JAN FEB 

MA

R 
APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES 

7. Persentase sarana 

produksi Sediaan 

Farmasi yang 

diperiksa dan 

ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan 

88 88.0

0% 

88.0

0% 

88.0

0% 

88.0

0% 

88.0

0% 

88.0

0% 

88.0

0% 

88.0

0% 

88.0

0% 

88.0

0% 

88.00

% 

88.0

0% 

320.563.000 

8. Persentase sarana 

produksi pangan 

olahan (termasuk 

IRTP) yang 

diperiksa dan 

ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan 

80 80.0

0 

80.0

0 

80.0

0 

80.0

0 

80.0

0 

80.0

0 

80.0

0 

80.0

0 

80.0

0 

80.0

0 

80.00 80.0

0 

305.724.000 

9. Persentase fasilitas 

distribusi Sediaan 

Farmasi yang 

diperiksa dan 

ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan 

91.75 91.7

5 

91.7

5 

91.7

5 

91.7

5 

91.7

5 

91.7

5 

91.7

5 

91.7

5 

91.7

5 

91.7

5 

91.75 91.7

5 

642.279.000 

10. Persentase sarana 

distribusi Pangan 

Olahan yang 

diperiksa dan 

ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan 

85 85.0

0 

85.0

0 

85.0

0 

85.0

0 

85.0

0 

85.0

0 

85.0

0 

85.0

0 

85.0

0 

85.0

0 

85.00 85.0

0 

417.745.000 

11. Persentase iklan 

sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan 

yang diawasi sesuai 

ketentuan 

83.48 83.4

8 

83.4

8 

83.4

8 

83.4

8 

83.4

8 

83.4

8 

83.4

8 

83.4

8 

83.4

8 

83.4

8 

83.48 83.4

8 

44.945.000 

Meningkat

nya 

Efektifitas 

Pengawasa

n Sarana 

Produksi 

Pangan 

Fortifikasi 

12. Persentase cakupan 

sarana produksi 

pangan fortifikasi 

yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan 

57 0.00 4.80 11.0

0 

19.0

0 

32.0

0 

44.0

0 

44.0

0 

44.0

0 

57.0

0 

57.0

0 

57.00 57.0

0 

58.922.000 

Menguatny

a Lab 

Pengawasa

n Sediaan 

Farmasi 

13. Nilai pemenuhan 

Lab Pengujian 

Sediaan Farmasi 

dan Pangan olahan 

UPT sesuai Standar 

81.7   79.0

0 

79.0

0 

79.0

0 

80.0

0 

80.0

0 

80.0

0 

81.0

0 

81.0

0 

81.00 81.7

0 

12.603.107.

000 
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Sasaran 

Strategis 
Indikator 

Targ

et 

Target Bulanan (kumulatif) (menggunakan koma dan tanpa satuan%) 

Anggaran 
JAN FEB 

MA

R 
APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES 

dan 

Pangan 

Olahan di 

wilayah 

kerja UPT 

Kemampuan 

Laboratorium 

Meningkat

nya 

efektivitas 

KIE di 

masing-

masing 

wilayah 

kerja UPT 

14. Tingkat efektivitas 

KIE Sediaan 

Farmasi dan 

Pangan Olahan di 

wilayah kerja 

BBPOM di 

Bandung 

86.94   86.9

4 

86.9

4 

86.9

4 

86.9

4 

86.9

4 

86.9

4 

86.9

4 

86.9

4 

86.94 86.9

4 

22.383.776.

000 

15. Jumlah sekolah 

pangan jajanan 

anak usia sekolah 

(PJAS) aman 

17 0.00 10.0

0 

20.0

0 

25.0

0 

40.0

0 

40.0

0 

50.0

0 

75.0

0 

75.0

0 

90.0

0 

100.0

0 

17.0

0 

558.912.000 

16. Jumlah desa 

pangan aman 

6 0.00 10.0

0 

15.0

0 

25.0

0 

35.0

0 

35.0

0 

60.0

0 

80.0

0 

80.0

0 

100.

00 

100.0

0 

6.00 929.917.000 

17. Jumlah pasar 

pangan aman 

berbasis komunitas 

1 0.00 10.0

0 

20.0

0 

25.0

0 

60.0

0 

80.0

0 

100.

00 

100.

00 

100.

00 

100.

00 

100.0

0 

1.00 166.002.000 

Meningkat

nya 

pendampi

ngan 

UMKM 

dalam 

pemenuha

n standar 

keamanan 

dan mutu 

18. Persentase UMKM 

yang didampingi 

dan memperoleh 

rekomendasi 

sertifikat cara 

pembuatan OBA, 

Kos yang baik 

dan/atau IP CPPOB 

Pangan Olahan 

85.0 0.00 10.0

0 

15.0

0 

40.0

0 

50.0

0 

60.0

0 

70.0

0 

75.0

0 

80.0

0 

85.0

0 

90.00 85.0

0 

109.594.000 

Terlaksana

nya 

Penindaka

n 

Kejahatan 

Sediaan 

Farmasi 

dan 

Pangan 

Olahan 

yang efektif 

19. Persentase 

Keberhasilan 

Penyidikan 

Kejahatan Sediaan 

Farmasi dan 

Pangan Olahan 

BBPOM di 

Bandung 

72 14.0

0 

16.0

0 

17.0

0 

55.8

8 

57.6

5 

58.0

0 

59.0

0 

60.0

0 

62.0

0 

64.0

0 

66.00 72.0

0 

866.166.000 
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Sasaran 

Strategis 
Indikator 

Targ

et 

Target Bulanan (kumulatif) (menggunakan koma dan tanpa satuan%) 

Anggaran 
JAN FEB 

MA

R 
APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES 

di wilayah 

kerja UPT 

Terlaksana

nya 

kegiatan 

pemantaua

n siber dan 

deteksi 

kejahatan 

di bidang 

Sediaan 

Farmasi 

dan 

Pangan 

Olahan 

yang efektif 

20. Persentase 

Kepatuhan 

Penyampaian 

Laporan Analisis 

Penjejakan Digital 

yang Diselesaikan 

oleh BBPOM di 

Bandung 

90 50.0

0 

50.0

0 

50.0

0 

50.0

0 

50.0

0 

50.0

0 

50.0

0 

50.0

0 

50.0

0 

50.0

0 

50.00 90.0

0 

283.012.000 

Layanan 

Publik UPT 

yang Prima 

21. Indeks Pelayanan 

Publik UPT 

4,70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.70 829.727.000 

Terkelolany

a 

Keuangan 

BBPOM di 

Bandung 

secara 

Akuntabel 

22. Nilai Pembangunan 

ZI UPT Balai Besar 

di Bandung 

91,5            91.5

0 

20.247.184.

000 

23. Nilai AKIP Balai 

Besar di Bandung 

83,10            83.1

0 

3.084.740.0

00 

24. Nilai Kinerja 

Anggaran Balai 

Besar di Bandung 

5            5.00 100.140.000 

25. Indeks Manajemen 

Risiko Balai Besar di 

Bandung 

2.95            2.95 159.501.000 

Terdapat perubahan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada tanggal 29 Agustus 

2025 dengan Pagu Anggaran Rp.66.709.935.000,-. Secara rinci dapat dilihat pada table 

berikut : 

Sasaran 

Strategis 
Indikator 

Targ

et 

Target Bulanan (kumulatif) (menggunakan koma dan tanpa satuan%) 

Anggaran 
JAN FEB 

MA

R 
APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES 

Meningkat

nya 

efektivitas 

1. Persentase sampel 

Sediaan Farmasi 

berisiko yang 

86.25 86.2

5 

86.2

5 

86.2

5 

86.2

5 

86.2

5 

86.2

5 

86.2

5 

88.7

5 

88.7

5 

88.7

5 

88.75 88.7

5 

1.491.483.0

00 
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Sasaran 

Strategis 
Indikator 

Targ

et 

Target Bulanan (kumulatif) (menggunakan koma dan tanpa satuan%) 

Anggaran 
JAN FEB 

MA

R 
APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES 

Pengawasa

n produk 

Sediaan 

Farmasi 

dan 

Pangan 

Olahan di 

wilayah 

kerja UPT  

ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan 

2. Persentase sarana 

pelayanan 

kesehatan yang 

telah melaporkan 

KTD/ESO ke BPOM 

26            26.0

0 

99.200.000 

3. Persentase sampel 

Pangan Olahan 

berisiko yang 

ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan 

85 85.0

0 

85.0

0 

85.0

0 

85.0

0 

85.0

0 

85.0

0 

85.0

0 

85.0

0 

85.0

0 

85.0

0 

85.00 85.0

0 

399.859.200 

4. Persentase sampel 

KLB keracunan 

pangan yang diuji 

sesuai standar 

100 100.

00 

100.

00 

100.

00 

100.

00 

100.

00 

100.

00 

100.

00 

100.

00 

100.

00 

100.

00 

100.0

0 

100.

00 

45.841.800 

5. Persentase sampel 

PIRT berisiko yang 

ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan 

85  85.0

0 

85.0

0 

85.0

0 

85.0

0 

85.0

0 

85.0

0 

85.0

0 

85.0

0 

85.0

0 

85.00 85.0

0 

169.467.000 

6. Persentase 

keputusan/rekome

ndasi hasil 

pengawasan 

Sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan 

yang ditindaklanjuti 

oleh stakeholder 

85 

85.0

0 

85.0

0 

85.0

0 

85.0

0 

85.0

0 

85.0

0 

85.0

0 

85.0

0 

85.0

0 

85.0

0 

85.00 85.0

0 

78.401.000 

7. Persentase sarana 

produksi Sediaan 

Farmasi yang 

diperiksa dan 

ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan 

88 88.0

0 

88.0

0 

88.0

0 

88.0

0 

88.0

0 

88.0

0 

88.0

0 

88.7

5 

88.7

5 

88.7

5 

88.75 88.7

5 

315.073.500 

8. Persentase sarana 

produksi pangan 

olahan (termasuk 

IRTP) yang 

diperiksa dan 

ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan 

80 80.0

0 

80.0

0 

80.0

0 

80.0

0 

80.0

0 

80.0

0 

80.0

0 

80.0

0 

80.0

0 

80.0

0 

80.00 80.0

0 

315.073.500 
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Sasaran 

Strategis 
Indikator 

Targ

et 

Target Bulanan (kumulatif) (menggunakan koma dan tanpa satuan%) 

Anggaran 
JAN FEB 

MA

R 
APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES 

9. Persentase fasilitas 

distribusi Sediaan 

Farmasi yang 

diperiksa dan 

ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan 

91.75 91.7

5 

91.7

5 

91.7

5 

91.7

5 

91.7

5 

91.7

5 

91.7

5 

93 93 93 93 93 582.583.500 

10. Persentase sarana 

distribusi Pangan 

Olahan yang 

diperiksa dan 

ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan 

85 85.0

0 

85.0

0 

85.0

0 

85.0

0 

85.0

0 

85.0

0 

85.0

0 

85.0

0 

85.0

0 

85.0

0 

85.00 85.0

0 

453.528.500 

11. Persentase iklan 

sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan 

yang diawasi sesuai 

ketentuan 

83.48 83.4

8 

83.4

8 

83.4

8 

83.4

8 

83.4

8 

83.4

8 

83.4

8 

84.6

8 

84.6

8 

84.6

8 

84.68 84.6

8 

25.593.000 

 

12. Persentase label 

produk tembakau 

dan/atau rokok 

elektronik yang 

diawasi sesuai 

standar 

        80 80 80 80 80 1.053.000 

 

13. Persentase 

pemenuhan target 

pengendalian AMR 

di wilayah UPT 

            100 25.686.000 

 

14. Nilai pemenuhan 

Lab Pengujian 

Sediaan Farmasi 

dan Pangan olahan 

UPT sesuai Standar 

Kemampuan 

Laboratorium 

   79 79 79 80 80 80 81 81 81 81.7 7.912.527.0

00 

 

15. Persentase 

Kabupaten/Kota 

yang didampingi 

dalam pencapaian 

Kabupaten/Kota 

Pangan Aman 

            5.26 7.400.000 
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Sasaran 

Strategis 
Indikator 

Targ

et 

Target Bulanan (kumulatif) (menggunakan koma dan tanpa satuan%) 

Anggaran 
JAN FEB 

MA

R 
APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES 

Meningkat

nya 

Efektifitas 

Pengawasa

n Sarana 

Produksi 

Pangan 

Fortifikasi 

16. Persentase cakupan 

sarana produksi 

pangan fortifikasi 

yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan 

57 0.00 4.80 11.0

0 

19.0

0 

32.0

0 

44.0

0 

44.0

0 

44.0

0 

57.0

0 

57.0

0 

57.00 57.0

0 

58.922.000 

Meningkat

nya 

efektivitas 

KIE di 

masing-

masing 

wilayah 

kerja UPT 

17. Tingkat efektivitas 

KIE Sediaan 

Farmasi dan 

Pangan Olahan di 

wilayah kerja 

BBPOM di 

Bandung 

86.94   86.9

4 

86.9

4 

86.9

4 

86.9

4 

86.9

4 

86.9

4 

86.9

4 

86.9

4 

86.94 86.9

4 

22.875.451.

000 

18. Jumlah sekolah 

pangan jajanan 

anak usia sekolah 

(PJAS) aman 

17 0.00 10.0

0 

20.0

0 

25.0

0 

40.0

0 

40.0

0 

50.0

0 

75.0

0 

75.0

0 

100.

00 

100.0

0 

17.0

0 

586.716.000 

19. Jumlah desa 

pangan aman 

6 0.00 10.0

0 

15.0

0 

25.0

0 

35.0

0 

35.0

0 

60.0

0 

65.0

0 

75.0

0 

80.0

0 

100.0

0 

6.00 916.015.000 

20. Jumlah pasar 

pangan aman 

berbasis komunitas 

1 0.00 10.0

0 

20.0

0 

25.0

0 

60.0

0 

80.0

0 

100.

00 

100.

00 

100.

00 

100.

00 

100.0

0 

1.00 152.100.000 

Meningkat

nya 

pendampi

ngan 

UMKM 

dalam 

pemenuha

n standar 

keamanan 

dan mutu 

21. Persentase UMKM 

yang didampingi 

dan memperoleh 

rekomendasi 

sertifikat cara 

pembuatan OBA, 

Kos yang baik 

dan/atau IP CPPOB 

Pangan Olahan 

85.0 0.00 10.0

0 

15.0

0 

40.0

0 

50.0

0 

60.0

0 

70.0

0 

72.0

0 

73.0

0 

74.0

0 

75.00 16.4

5 

109.594.000 

Terlaksana

nya 

Penindaka

n 

Kejahatan 

Sediaan 

Farmasi 

dan 

Pangan 

22. Persentase 

Keberhasilan 

Penyidikan 

Kejahatan Sediaan 

Farmasi dan 

Pangan Olahan 

BBPOM di 

Bandung 

72 14.0

0 

16.0

0 

17.0

0 

55.8

8 

57.6

5 

58.0

0 

59.0

0 

60.0

0 

62.0

0 

64.0

0 

66.00 72.0

0 

866.166.000 
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Sasaran 

Strategis 
Indikator 

Targ

et 

Target Bulanan (kumulatif) (menggunakan koma dan tanpa satuan%) 

Anggaran 
JAN FEB 

MA

R 
APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES 

Olahan 

yang efektif 

di wilayah 

kerja UPT 

Terlaksana

nya 

kegiatan 

pemantaua

n siber dan 

deteksi 

kejahatan 

di bidang 

Sediaan 

Farmasi 

dan 

Pangan 

Olahan 

yang efektif 

23. Persentase 

Kepatuhan 

Penyampaian 

Laporan Analisis 

Penjejakan Digital 

yang Diselesaikan 

oleh BBPOM di 

Bandung 

90 50.0

0 

50.0

0 

50.0

0 

50.0

0 

50.0

0 

50.0

0 

50.0

0 

50.0

0 

50.0

0 

50.0

0 

50.00 90.0

0 

283.012.000 

Layanan 

Publik UPT 

yang Prima 

24. Indeks Pelayanan 

Publik UPT 

4,70            4.70 829.727.000 

Terkelolany

a 

Keuangan 

BBPOM di 

Bandung 

secara 

Akuntabel 

25. Nilai Pembangunan 

ZI UPT Balai Besar 

di Bandung 

91,5            91.5

0 

24.886.694.

000 

26. Nilai AKIP Balai 

Besar di Bandung 

83,10            83.1

0 

2.981.328.0

00 

27. Nilai Kinerja 

Anggaran Balai 

Besar di Bandung 

5            5.00 72.400.000 

28. Indeks Manajemen 

Risiko Balai Besar di 

Bandung 

2.95            2.95 169.040.000 

 

 

Keberhasilan suatu sasaran kegiatan dapat diukur melalui capaian indikator sasaran kegiatan 

atau yang biasa disebut indikator kinerja. Seluruh Indikator Kinerja Kegiatan Balai Besar POM 

Di Bandung merupakan Indikator Kegiatan Utama. Pengukuran indikator kinerja dilakukan 

dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran kegiatan sesuai 

definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya 



LAPORAN KINERJA INTERIM 
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG 
TRIWULAN III TAHUN 2025 

41 
 

dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara 

membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja dan 

dilaporkan sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Utama Badan POM Nomor 

PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 Tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan 

Kerja di Lingkungan Badan POM, dengan rincian sebagai berikut 

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

 

 

Untuk sasaran kegiatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, nilai pencapaian 

sasaran dihitung berdasarkan capaian rata-rata indikator dari sasaran. Indikator 

kinerja utama (IKU) diberi bobot lebih tinggi (2 kali) karena mempunyai kontribusi 

yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran. Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja 

(X) yang digunakan adalah sebagai berikut: 

TABEL 2.5.1 

KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA 

     

Tidak Dapat 

Disimpulkan 
Sangat Baik Baik Cukup Kurang 

X >110% 100% < x ≤ 110% 90% < x ≤ 100% 60% ≤ x ≤ 90%   < 60% 

 

Selanjutnya, dilakukan penghitungan rata-rata dari capaian indikator kinerja di setiap 

sasaran strategis yang disebut dengan Nilai Sasaran Strategis (NSS). Kemudian, nilai dari 

seluruh NSS dalam setiap Perspektif dikonsolidasi sehingga menghasilkan Nilai Perspektif 

(NP) dengan formula berikut: 

NP = ∑NSS/∑SS 

 

Pengukuran INDIKATOR POSITIF (semakin tinggi realisasinya, semakin 

baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

% 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =
Realisasi

Target
 𝑋 100% 

Pengukuran INDIKATOR NEGATIF (semakin tinggi realisasinya, 
semakin buruk kinerjanya) yang satuannya dalam % dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

% 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =
1 + (1 − Realisasi)

Target
 𝑋 100% 
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Keterangan : 

NP : Nilai Perspektif 

NSS : Nilai Sasaran Strategis 

SS : Sasaran Strategis 

 

Apabila dalam suatu periode pelaporan, terdapat Sasaran Strategis yang tidak memiliki nilai 

(n/a), maka Sasaran Strategis tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan. 

Selanjutnya, hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator 

kinerja dalam satu Peta Strategi disebut Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS). NPSS 

digunakan untuk menilai kinerja unit/satuan kerja yang memiliki peta strategi. NPSS dapat 

dihitung dengan formula berikut: 

NPSS = ∑NP/∑P 

Keterangan: 

NPSS  : Nilai Pencapaian Sasaran Strategis 

NP  : Nilai Perpektif 

SS  : Perspektif 

Kinerja yang dicapai organisasi diberikan peredikat kinerja organisasi sebagai acuan dalam 

penetapan sebaran predikat kinerja pegawai. Penetapan predikat kinerja organisasi 

berdasarkan pada capaian kinerja organisasi yaitu NPSS dan mengikuti ketentuan sebagai 

berikut:. 

TABEL 2.5.2 

KRITERIA PENCAPAIAN NPSS 

     

Istimewa Baik Butuh Perbaikan Kurang 
Sangat 

Kurang 

>100% 90 ≤ NPSS ≤ 100 70 ≤ NPSS < 90 50 ≤ NPSS < 

70 

 < 50 

 

Pada pengukuran perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunan, capaian 

kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut: 
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TABEL 2.5.3 

KRITERIA PENGUKURAN REALISASI TERHADAP TARGET TAHUNAN 

Kategori Penjelasan 
Notifikasi 

Warna 

Tercapai/Melampaui Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. 

triwulan n dibandingkan dengan target akhir 

tahun n sebesar ≥ 100%. 
 

Akan Tercapai Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. 

triwulan n dibandingkan dengan target akhir 

tahun n sebesar 70% - <100% (70 ≤ x < 100). 
 

Perlu Upaya Keras Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. 

triwulan n dibandingkan dengan target akhir 

tahun n sebesar <70% (x < 70). 
 

 

B.  REALISASI ANGGARAN 

• Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan 

dokumen Perjanjian Kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran  

• Realisasi anggaran per Sasaran Strategis/Kegiatan.  

• Evaluasi dan Analisis Anggaran berisikan mengenai rencana dan realisasi penyerapan 

pendanaan per program/ kegiatan pada tahun yang bersangkutan baik yang berasal 

dari DIPA maupun Hibah dan analisis tingkat pencapaiannya. 

• Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu 

kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output 

yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output 

sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian 

output dengan % capaian input : 
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Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut 

TABEL 2.5.4 

KRITERIA TINGKAT EFISIENSI 

 

 

Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung 

kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit 

namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan 

kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari 

capaian input dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

IE =
%Capaian Output

%Rencana Capaian Output
 𝐼𝐸 =  

100%

100%
= 1 

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap 
standar efisiensi (SE). Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, 

apabila: IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya 

terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi 

(TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan 

yang terjadi pada setiap kegiatan dihitung dengan menggunakan rumus 
sebagai berikut: 

TE =
IE − SE

SE
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3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai dengan yang tercantum di dalam Rencana Strategis Balai Besar POM di 

Bandung tahun 2025-2029 dan Revisi Penetapan Kinerja Balai Besar POM di 

Bandung tahun 2025 memuat 8 (Delapan) sasaran kegiatan. Pencapaian 

keseluruhan sasaran kegiatan Balai Besar POM di Bandung pada Triwulan II 

tahun 2025 secara lengkap adalah sebagai berikut:  

TABEL 3.1.1 
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN TRIWULAN III TAHUN 2025 

 

SASARAN KEGIATAN 
NILAI 

PENCAPAIAN 
SASARAN 

KRITERIA 

1. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS 
PENGAWASAN PRODUK SEDIAAN FARMASI 
DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA 
UPT 

106.51 SANGAT BAIK 

 

2. MENINGKATNYA EFEKTIFITAS 
PENGAWASAN SARANA PRODUKSI 
PANGAN FORTIFIKASI 

100.25 SANGAT BAIK 

 

3. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KIE DI 
MASING-MASING WILAYAH KERJA UPT 

101.77 SANGAT BAIK 

 

4. MENINGKATNYA PENDAMPINGAN UMKM 
DALAM PEMENUHAN STANDAR 
KEAMANAN DAN MUTU 

121.18 
TIDAK DAPAT 
DISIMPULKAN 

 

5. TERLAKSANANYA PENINDAKAN 
KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN 
PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF DI 
WILAYAH KERJA UPT 

110.53 
TIDAK DAPAT 
DISIMPULKAN 

 

6. TERLAKSANANYA KEGIATAN DETEKSI 
KEJAHATAN DI BIDANG SEDIAAN FARMASI 
DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF 
DIWILAYAH KERJA UPT 

100,00 BAIK 

 

7. LAYANAN PUBLIK UPT YANG PRIMA - 
DIUKUR PADA 
AKHIR TAHUN 

- 

8. TERWUJUDNYA TATAKELOLA PEMERINTAH 
UNIT ORGANISASI YANG OPTIMAL 

- 
DIUKUR PADA 
AKHIR TAHUN 

- 
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Sasaran kegiatan yang ditetapkan diukur dengan 28 indikator kinerja utama. 

Perbandingan target dan realisasi setiap indikator kinerja utama dari masing-

masing sasaran kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.1.2 di bawah ini: 

TABEL 3.1.2 
PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN 
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TRIWULAN III TAHUN 2025 

 

NO 
SASARAN 
KEGIATAN 

INDIKATOR 

TARG
ET 

2025 
(%) 

Kecual
i* 

TARGET 
TW III 

(%) 

REALISA
SI 

TW III (%) 

CAPAIAN 
TERHADA
P TARGET 
TW II (%) 

KRITERIA 
CAPAIAN 

1. Meningkatnya 
efektivitas 
Pengawasan 
produk 
Sediaan 
Farmasi dan 
Pangan 
Olahan di 
wilayah kerja 
UPT 

1. Persentase 
sampel Sediaan 
Farmasi berisiko 
yang 
ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan  

86.25 88.75 98.21 110.66 
TIDAK DAPAT 
DISIMPULKAN 

2. Persentase 
sarana pelayanan 
kesehatan yang 
telah melaporkan 
KTD/ESO 

26.00 - - - - 

3. Persentase 
sampel Pangan 
Olahan berisiko 
yang 
ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan  

85.00 85.00 92.20 108.47 SANGAT BAIK 

4. Persentase 
sampel KLB 
keracunan 
pangan yang 
diuji sesuai 
standar 

100.0
0 

100.00 100.00 100.00 BAIK 

5. Persentase 
sampel PIRT 
berisiko yang 
ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

85.00 85.00 99.67 117.26 
TIDAK DAPAT 
DISIMPULKAN 

6. Persentase 
keputusan/rekom
endasi hasil 
pengawasan 
Sediaan Farmasi 
dan Pangan 
Olahan yang 
ditindaklanjuti 
oleh stakeholder 

85.00 85.00 81.47 95.85 BAIK 
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NO 
SASARAN 
KEGIATAN 

INDIKATOR 

TARG
ET 

2025 
(%) 

Kecual
i* 

TARGET 
TW III 

(%) 

REALISA
SI 

TW III (%) 

CAPAIAN 
TERHADA
P TARGET 
TW II (%) 

KRITERIA 
CAPAIAN 

7. Persentase 
sarana produksi 
Sediaan Farmasi 
yang diperiksa 
dan 
ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

88.00 88.75 93.49 105.34 SANGAT BAIK 

8. Persentase 
sarana produksi 
pangan olahan 
yang diperiksa 
dan 
ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan                                                                                                                                                         

80.00 80.00 93.33 116.66 
TIDAK DAPAT 
DISIMPULKAN 

9. Persentase 
fasilitas distribusi 
Sediaan Farmasi 
yang diperiksa 
dan 
ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

91.75 93.00 95.87 103.09 SANGAT BAIK 

10. Persentase 
sarana distribusi 
Pangan Olahan 
yang diperiksa 
dan 
ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

85.00 85.00 97.66 114.89 
TIDAK DAPAT 
DISIMPULKAN 

11. Persentase iklan 
sediaan Farmasi 
dan Pangan 
Olahan yang 
diawasi sesuai 
ketentuan 

84.68 84.68 97.27 114.87 
TIDAK DAPAT 
DISIMPULKAN 

12. Persentase label 
produk 
tembakau 
dan/atau rokok 
elektrik yang 
diawasi sesuai 
standar 

80.00 80.00 89.87 112.34 
TIDAK DAPAT 
DISIMPULKAN 
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NO 
SASARAN 
KEGIATAN 

INDIKATOR 

TARG
ET 

2025 
(%) 

Kecual
i* 

TARGET 
TW III 

(%) 

REALISA
SI 

TW III (%) 

CAPAIAN 
TERHADA
P TARGET 
TW II (%) 

KRITERIA 
CAPAIAN 

13. Persentase 
pemenuhan 
target 
pengendalian 
AMR di wilayah 
UPT 

100.0
0 

    

14. Nilai pemenuhan 
Lab Pengujian 
Sediaan Farmasi 
dan Pangan 
olahan UPT 
sesuai Standar 
Kemampuan 
Laboratorium 

81.70 80.00 85.40 105.43 SANGAT BAIK 

15. Persentase 
Kabupaten/Kota 
yang didampingi 
dalam 
pencapaian 
Kabupaten/Kota 
Pangan Aman 

5.26     

NILAI PENCAPAIAN SASARAN 106.51 SANGAT BAIK 

2. Meningkatnya 
Efektifitas 
Pengawasan 
Sarana 
Produksi 
Pangan 
Fortifikasi 

16. Persentase 
cakupan sarana 
produksi pangan 
fortifikasi yang 
diperiksa dan 
ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan 

57.00 57.00 57.14 100.25 SANGAT BAIK 

NILAI PENCAPAIAN SASARAN 100.25 SANGAT BAIK 

3. Meningkatnya 
efektivitas KIE 
di masing-
masing 
wilayah kerja 
UPT 

17. Tingkat 
efektivitas KIE 
Sediaan Farmasi 
dan Pangan 
Olahan di wilayah 
kerja UPT 

86.94 86.94 87.31 100.43 SANGAT BAIK 

18. Jumlah sekolah 
pangan jajanan 
anak usia sekolah  
(PJAS) aman 

17 75.00 75.00 100.00 BAIK 
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NO 
SASARAN 
KEGIATAN 

INDIKATOR 

TARG
ET 

2025 
(%) 

Kecual
i* 

TARGET 
TW III 

(%) 

REALISA
SI 

TW III (%) 

CAPAIAN 
TERHADA
P TARGET 
TW II (%) 

KRITERIA 
CAPAIAN 

19. Jumlah desa 
pangan aman 

6 75.00 80.00 106.67 SANGAT BAIK 

20. Jumlah pasar 
pangan aman 
berbasis 
komunitas 

1 100.00 100.00 100.00 BAIK 

NILAI PENCAPAIAN SASARAN 101.77 SANGAT BAIK 

4. Meningkatnya 
pendampinga
n UMKM 
dalam 
pemenuhan 
standar 
keamanan 
dan mutu 

21. Persentase 
UMKM yang 
didampingi dan 
memperoleh 
rekomendasi 
sertifikat cara 
pembuatan OBA, 
Kos yang baik 
dan/atau IP 
CPPOB Pangan 
Olahan 

85.00 73.00 88.46 121.18 
TIDAK DAPAT 
DISIMPULKAN 

NILAI PENCAPAIAN SASARAN 121.18 
TIDAK DAPAT 
DISIMPULKAN 

5. Terlaksananya 
Penindakan 
Kejahatan 
Sediaan 
Farmasi dan 
Pangan 
Olahan yang 
efektif di 
wilayah kerja 
UPT 

22. Persentase 
Keberhasilan 
Penyidikan 
Kejahatan 
Sediaan Farmasi 
dan Pangan 
Olahan di UPT 

72.00 62.00 68.53 110.53 
TIDAK DAPAT 
DISIMPULKAN 

NILAI PENCAPAIAN SASARAN 110.53 
TIDAK DAPAT 
DISIMPULKAN 

6. Terlaksananya 
kegiatan 
pemantauan 
siber dan 
deteksi 
kejahatan di 
bidang 
Sediaan 

23. Persentase 
Laporan Analisis 
Kejahatan 
Sediaan Farmasi 
dan Pangan 
Olahan yang 
Diselesaikan 
sesuai standar 

90.00 50.00 50.00 100.00 BAIK 
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NO 
SASARAN 
KEGIATAN 

INDIKATOR 

TARG
ET 

2025 
(%) 

Kecual
i* 

TARGET 
TW III 

(%) 

REALISA
SI 

TW III (%) 

CAPAIAN 
TERHADA
P TARGET 
TW II (%) 

KRITERIA 
CAPAIAN 

Farmasi dan 
Pangan 
Olahan yang 
efektif 

NILAI PENCAPAIAN SASARAN 100.00 BAIK 

7. Layanan 
Publik UPT 
yang Prima 

24. Indeks Pelayanan 
Publik UPT 

4.70 - - - - 

NILAI PENCAPAIAN SASARAN - 
DIUKUR MULAI 

TW III 

8. Terwujudnya 
Tatakelola 
Pemerintah 
Unit 
Organisasi 
yang Optimal 

25. Nilai 
Pembangunan ZI 
UPT BPOM 

91.50 - - - - 

26. Nilai AKIP UPT 
BPOM 83.10 - - - - 

27. Nilai Kinerja 
Anggaran UPT 
BPOM 

5 - - - - 

28. Indeks 
Manajemen 
Risiko UPT BPOM 

2.95 - - - - 

NILAI PENCAPAIAN SASARAN - 
DIUKUR PADA 
AKHIR TAHUN 

NILAI KINERJA ORGANISASI 105.28 ISTIMEWA 

 

Pada Triwulan III tahun 2025, terdapat enam (3) pencapaian sasaran kegiatan 

dengan kriteria Sangat Baik, satu (1) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria 

Baik, dua (2) sasaran kegiatan dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan, dan dua 

(2) pencapaian sasaran kegiatan akan diukur pada akhir tahun. Secara rinci setiap 

sasaran kegiatan akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya. 

: 
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Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 15 (lima belas) indikator yang 

seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan kelima 

belas indikator tersebut, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja UPT yang diukur pada 

akhir tahun yaitu :  

a.​ Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke 

BPOM,  

b.​ Persentase pemenuhan target AMR di wilayah UPT, dan 

c.​ Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian 

Kabupaten/Kota Pangan Aman.  

Indikator yang dapat diukur untuk mendapatkan Nilai Pencapaian Sasaran adalah 

12 (dua belas) indikator, sehingga diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar 

106.51% dengan kriteria SANGAT BAIK. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada 

tabel 3.1.3.  

TABEL 3.1.3 

CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-1 

TRIWULAN III TAHUN 2025 

INDIKATOR 
TARGET 

TW III 

REALISASI 

TW III 

CAPAIAN  

TW III 
KRITERIA 

1.​ Persentase sampel 

Sediaan Farmasi 

berisiko yang 

ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan                     

88.75% 98.21% 110.66% 
Tidak Dapat 

Disimpulkan 

 

2.​ Persentase sarana 

pelayanan kesehatan 

yang telah 

melaporkan 

KTD/ESO ke BPOM 

0,00% 0,00% 0,00% 
Diukur pada 

Akhir Tahun 
- 

3.​ Persentase sampel 

Pangan Olahan 
85,00% 92.20% 108.47% Sangat Baik 

 

51 
 

SASARAN 

KEGIATAN KE-1 

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGAWASAN PRODUK 

SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH 

KERJA UPT 



LAPORAN KINERJA INTERIM 
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG 
TRIWULAN III TAHUN 2025​  

INDIKATOR 
TARGET 

TW III 

REALISASI 

TW III 

CAPAIAN  

TW III 
KRITERIA 

berisiko yang 

ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan  

4.​ Persentase sampel 

KLB keracunan 

pangan yang diuji 

sesuai standar 

100,00% 100.00% 100.00% Baik 
 

5.​ Persentase sampel 

PIRT berisiko yang 

ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

85,00% 99.67% 117,26% 
Tidak Dapat 

Disimpulkan  

6.​ Persentase 

keputusan/rekomen

dasi hasil 

pengawasan Sediaan 

Farmasi dan Pangan 

Olahan yang 

ditindaklanjuti oleh 

stakeholder 

85,00% 81.47% 95.85% Baik 
 

7.​ Persentase sarana 

produksi Sediaan 

Farmasi yang 

diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

88,75% 93.49% 105.34% Sangat Baik 
 

8.​ Persentase sarana 

produksi pangan 

olahan (termasuk 

IRTP) yang diperiksa 

dan ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan 

80,00% 93.33% 116.66% 
Tidak Dapat 

Disimpulkan  
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INDIKATOR 
TARGET 

TW III 

REALISASI 

TW III 

CAPAIAN  

TW III 
KRITERIA 

9.​ Persentase fasilitas 

distribusi Sediaan 

Farmasi yang 

diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

93,00% 95.87% 103.09% Sangat Baik 
 

10.​ Persentase sarana 

distribusi Pangan 

Olahan yang 

diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

85,00% 97.66% 114.89% 
Tidak Dapat 

Disimpulkan  

11.​ Persentase iklan 

sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan yang 

diawasi sesuai 

ketentuan 

84,68% 97.27% 114.87% 
Tidak Dapat 

Disimpulkan  

12.​ Persentase Label 

Produk tembakau 

dan/atau rokok 

elektronik yang 

diawasi sesuai 

standar 

80,00% 89.87% 112.34% 
Tidak Dapat 

Disimpulkan  

13.​ Persentase 

pemenuhan target 

AMR di wilayah UPT 

0.00% 0,00% 0,00% 
Diukur pada 

Akhir Tahun 
- 

14.​ Nilai pemenuhan 

Lab Pengujian 

Sedian Farmasi dan 

Pangan Olahan UPT 

sesuai Standar 

81.00% 85.40% 105.43% Sangat Baik 
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INDIKATOR 
TARGET 

TW III 

REALISASI 

TW III 

CAPAIAN  

TW III 
KRITERIA 

Kemampuan 

Laboratorium 

15.​ Persentase 

Kabupaten/Kota 

yang didampingi 

dalam pencapaian 

Kabupaten/Kota 

Pangan Aman 

0.00% 0,00% 0,00% 
Diukur pada 

Akhir Tahun 
- 

NILAI PENCAPAIAN SASARAN 106.51% Sangat Baik 
 

 

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:  

1.​ PERSENTASE SAMPEL SEDIAAN FARMASI BERISIKO YANG 

DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN 

Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen 

kesehatan, dan kosmetik. 

Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan 

metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan 

hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan 

pengujian. 

Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari 

pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, 

pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil. 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap 

surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut 

yang berlaku. 

Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis 

Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah 

ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait. 

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai 

Ketentuan = (A + B + C + D)/ 4 

A.​Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = 

a+b+c+d 
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a.​ Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%),  

30% x (Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan/ Total 

target sampel x 100%),  

Mencakup kesesuaian dengan: 

1.​ Target sampel,  

2.​ Renlak kategori sampel (sarana berizin (JKN, Non-JKN, Program, 

Ruang Lingkup, Vaksin) dan Sarana Tidak Berizin (Luring dan 

Daring), 

3.​ Renlak Kategori Kelas Terapi,  

b.​ Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %).  

20% x (Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai    

ketentuan / Total target sampel x 100%)  

Mencakup kesesuaian dengan:  

1.​ Renlak periode/waktu sampling, 

2.​ Ketentuan Evaluasi Penandaan  

c.​ Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%). 

20% x (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai ketentuan / 

total jumlah sampel yang diuji x 100%). 

Mencakup kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter 

sesuai Pedoman Sampling yang berlaku, termasuk uji secara rapid. 

d.​ Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20 %)  

20% x (Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan / Total 

target sampel x 100%). Mencakup kesesuaian: 

1.​ Pengambilan kesimpulan akhir mencakup kesesuaian antara 

kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian 

2.​ Waktu pelaporan sesuai pedoman sampling (Loka POM sampai 

dengan pelaporan evaluasi penandaan) 

e.​ Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot:10%) 10% x 

(Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan/ target jumlah 

laporan Monitoring penarikan x 100%) 

 

 

B.​Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai 

Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5 

a.​ Pemenuhan target pengawasan  = (a1 + a2) /2  

Keterangan:  
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a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman 

Sampling (renlak dan kategori sampel)(*)/ target sampel UPT sesuai 

Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100% 

a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / 

jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100% 

b.​Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan 

sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan 

pelaporan) = (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan 

tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan 

diuji) × 100% 

c.​ Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan 

parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 

100% 

d.​Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel 

yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan 

diuji) × 100% 

Mencakup penentuan kesimpulan: 

1.​ Penandaan 

2.​ Pengujian 

3.​ Akhir (gabungan penandaan dan pengujian) 

e.​ Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti 

oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang 

Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 

100% 

 

C.​Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti 

Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5 

a.​ Pemenuhan target pengawasan  =(a1 + a2) /2 

Keterangan: 

a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling 

(renlak dan kategori sampel)(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman 

Sampling dan renlak UPT) x 100% 

a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / 

jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100% 

b.​Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, 

pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan) = 
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(Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / 

Jumlah seluruh sampel yang diuji) × 100% 

c.​ Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan 

parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100% 

d.​Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel 

yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) 

× 100% 

Mencakup penentuan kesimpulan: 

1.​ Penandaan 

2.​ Pengujian 

3.​ Akhir (gabungan penandaan dan pengujian) 

e.​ Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti 

oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang 

Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 

100% 

 

D.​Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai 

Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5 

a.​ Pemenuhan target pengawasan  = (a1 + a2) /2 

Keterangan: 

a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman 

Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak 

UPT) x 100% 

a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / 

jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100% 

b.​Kesesuaian pelaksanaan sampling 

(Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai    ketentuan / 

Total target sampel x 100%). 

Mencakup kesesuaian dengan:  

1.​ Kategori sampling yang telah ditetapkan 

2.​ Pemilihan parameter uji 

c.​ Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, 

pengujian dan pelaporan  

(Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan 

tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan 

dilaporkan) × 100%. 
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Mencakup kelengkapan laporan dan ketepatan waktu: 

1.​ SLA Sampling 

2.​ SLA Pengujian 

3.​ SLA Pelaporan 

d.​Ketepatan dalam penentuan kesimpulan  

(Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai 

/ Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 100% 

Mencakup penentuan kesimpulan: 

1.​ Penandaan 

2.​ Pengujian 

3.​ Akhir (gabungan penandaan dan pengujian) 

e.​ Tanggapan atas surat tindak lanjut  

(Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang 

dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen 

Kesehatan, dan Kosmetik atau Direktur Pengawasan Kosmetik) × 100%. 

Mencakup surat: 

1.​ Edaran pembersihan pasar 

2.​ Edaran pemeriksaan sarana kosmetik 

TABEL 3.1.4 

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR 

“PERSENTASE SAMPEL SEDIAAN FARMASI BERISIKO YANG 

DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN” 

TRIWULAN III TAHUN 2025 

INDIKATOR 
TARGET 

TW III 

REALISASI 

TW III 

CAPAIAN 

TW III 
KRITERIA 

Persentase sampel 

Sediaan Farmasi 

berisiko yang 

ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

88,75% 98.21% 110,66% 
Tidak Dapat 

Disimpulkan 

 

 

A.​Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025 

Pada Triwulan III tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran 

ini adalah sebesar 88,75%. Seluruh sampel sediaan farmasi telah diuji 

sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman 
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